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ABSTRAK

Nama + Irni Yusliant

Program Studi  :  Kajian Ketahanan Nasional

Peminatan - Katian Stratejik Perencanasn, Strategi dan Kebijgkan

Judul . Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tingpi
untuk Cakram Optik (Opfticad Disc)

Penclitian ini mengenal analisis implementast kebijakan publik, dalam hal ini,
Peraturan Pemeriptah Momor 29 Tahun 2004 tentang Sarava Produksi Berieknoiogi
Tinggi untuk Cekram Optik ({pdical Disc) ditinjau dan empat aspek, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrast.

Dalam penclitian ini, digunskan teon George €. Edwards Tl mengenai
implementasi kebijakan dengan melibatkan empat variabel yaitu: komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan penefusuran lferatur.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1] implementagi kebijakan PP
Nomor 29 Tghun 2004 tentang Cakram Optik ditiniau dari komunikasi masth
kurang; (2} implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram
Optik ditinjau dart sumber daya, disposisi dar struldar birokras) swdah cukup baik;
(3) Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Cakram Optik adalah kurangays trapsmiisi dan kejelasan mengenal maksud dan
tujuan pelaksanaan peraturan dimaksud dan mekanismenya, kurangnya dukungan
sarana <an prasarans, kueangnya konsistensi dan  kelepatan wakin  dalam
memberikan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan kewewenangan Tim
Monitoring Perasahaan Industri Cakram Optik.

Kata Kunci: Analisis, Implementasi Kebijakan, PP Nomor 29 Tamn 2004 tentang
Cakram Optik, Cakram Optik
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ABSTRACT
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Study Program . Mational Resilience Study
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Title . Analysis of Policy implementation of Government Rule

Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility
for Optical Disg

This research wag about the analyvsis of public policy implementation, Government
Rule Number 29 Year 2G04 on High Technology Production Facility for Optical
Disc reviewed from 4 aspects: communication, rescurces, disposition and
. bureaucratic structure,

This research used the theory of policy implementation by George C. Edwards I by
using four wvariables: communication, resources, disposition and bureaucratic
structure. This research used analytic descriptive method with quantitative and
qualitative approach. Ddata was gathered from gquestionpare, interviews and
literarature search.

From thug research, ¥ can be concluded that: {1} policy implementation of
Government Ruole Nomber 29 Year 2004 on High Technology Production Facility
for Optical Disc from communication point of view was still not good; (2} policy
mmplementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology
Production Facility for Optical Disc from resources, disposition and bureancratic
structure point of views were quite good; {3} The constraints 1n implementing
Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Preduction Facility
for Optical s were: lack of transmission and clarity oo the purpose of this
Government Rule and its mechanisms; [ack of facilities and infrastructures, the jack
of consistency and punctuglay in delivering reports and the authority of Monitoring
Team for Conirelling Optical Disc Companies.

Keywords: Analysis, Policy Implementation, Government Rule Number 29 Year
2004 on High Technology Produchion Facility for Optical Disc, Optical
Disc
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hak Kekayaan Intelektual (HK]) telah menjadi masalah yang lekat dengan

pertambuhan perekonomian suatu negara. Keduanys tumbuh sejalan. Bila HKI

bisa dilindungi maka perekonomian bisa berkembang dengan aman. Sebaliknya

bila HKI di suatu negara kurang dilindungi, maka investasi dant industr: akan

tergangon,

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, memahani sepenuhnya

akan pentingnya petlindungan HKI Indonesia secarz altif bergabung dengan

orpanisasi HKI dunia, Wor/d fnfelleciuad Property (Organization (WIPO} dan

telah menystujui beberapa trakiat dan konvens: internasional, vaitu

i

el

Xoe Moo

Paris Convention for the Protection of Indusirial Property (24 Desember
1950

Hague Agreement Congerning the International Registration of fndustrial
Designs {24 Desember 1950}

Canvention Fsiablishing the World Intellectual Froperty Organization (18
Desember 1979}

Agreement Establishing the World Trade Organization (1 Januarl 1995}
Berne Convention for the Protection of Literary awd Artistic Works (3
September 1997}

Patent Cooperation Treaty (PCT) tanggal 5 September 1997
Trademark Law Treaty (TLT) tanggal 5 September 1997

WIPQ Copyright Treaiy (WCT) tanggai 6 Maret 2002

WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) tanggal 15 Februari
2003

Apar undang-undang HKI yang ada selaras dengan trakiat dan konvensi

internasional tersebut di atas, maka pemerintah Indonesia telah merevisi Undang-

undang perlindungan HKI. Undang-undang HKI yang ada di Indonesia saat ini,

adajak
1.

U No. 29 Tahun 2000 tentang Perlidnungan Varietas Tanaman

1

Universitas Indonesia
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UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagany

UU No. 31 Tabun 2000 tentang Desain Industd

VLI No. 32 Tahun 20600 tentang Desaln Tata Letak Sirkuit Terpadu

U] Neo. 14 Tahun 2001 tentang Paten

U No. 13 Tahun 2001 {entang Merek

ULJ No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dalam upaya penerapan UU HKY terscbut, Pemerintab Todonesia, dalam
hal ini Divekiorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI} Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah melakukan upaya-upays untuk

e A T

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pestingnys menghormati kekayaan
inetekival orang lamn,

Upayz-itpaya sosialisgsi tersebut antara lain berupa penyelenggaraan
workshop dan seminar, penayangan iklan layanan masyarakat di televisi, dialog
interaktif o1 beberapa stasiun radio, dan pemasangan poster-poster di pusat-pusat
perbelanjaan yang menghimbau masyarakat vniuk mengharga hasi! karya orang
fain.

Adapun ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 UU No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta adalah sebagai bertkut:

a. huku, program komputer, pamfiet, perwajahan ay ouy karva wlis yang
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis law;

b. ceramab, kuligh, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,

¢ alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

d, lagu atau musik dengan atan tanpa teks;

drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

seni rupa dalam segals bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. arsitekiur;
b peta;
i seni batik;
j.  fotografi;
k. sinematografi;
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I terjemahan, tafsic, saduran, bunga rampal, database, dan karya lain dari
hasil pengalihwujudan,

Namun harus diakui bahwa meskipun Indonesia sudah mempunyai UU
HKI yang cukup lengkap, penegakan hukum HKI di Indonesia masih sangai
lemah. Hal inl diindikasikan dengan masih banyak terjadi kasus pembajakan dan
peniryan ferhadap produk-produk vang dilindungi oleh UU HK1L

Perlindungan HKJ i Indonesia masih menjadi sorotan utama bagi
Amerika Serikat (AS) untuk menifai tingkat keamanan dan kenyamanan negara
tersebut untuk berinvestasi di Indonesia,

United State Trade Representative (USTR) sebagal lembaga AS yang
diberi kewenangan oleh Pemerintah AS, setiap dua tahun melalukan penilaian atas
perfindungan HKI yang ada di negara-negara yang menjadi mitra dagang mereka.
USTR menyusun daftar negara atas tingkat pelanggarsn FKI berdasarkan US
Special 361,

US Special 301 itu sendiri merupakan “pelaksanaan khusus dalam lingkup
HKT” untuk Section 304 UU Perdagangan A8 Tahun 1974 Section 304 sendiri
intinya adalah aturan yang memungkinkan pemerintah AS memberikan sanksi
perdagangan terhadap negara yang dianggap merugikan kepentingan perdagangan
AS. Sanksi perdagangan vang dimaksud adalah:

(1) menunda pemberiau konsesi yang telgh disepakati dalam suatu perjanjian
dagang,

{2) menerapkan bea masuk dan cukai atau bentuk pembatasan impor lainnya,

{3} menerapkan biaya atau pembatasan terhadap penyelenggaraan jasa-jasa,

(4) mengadakan perjanjian dengan negara bersangkutan untuk menghilangkan
tindakan yang menimbulkan kerugian atav untuk meminta ganti rugi,
dan/atau

{5) membuatas: kewenangan sektor pelayanan.

Tahun 2009, USTR kemball menempatkan Indonesia dalam Priority
Watch List (PWL). Setelab sebelumnya di tahun 2007-2008 Indonesia masuk ke
dalam Waich List (WL).

Ada beberapa indikator yang menurot International htellectual Property
Alliance (1IPA) dapat menempatkan Indonesia pada status PWL, vaitu;
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3. korupsi dalam proses penegakan hukum.

. tingkat perbajakan yang masih tinggi,

penegakan hukum yang kurang transparan, dan

Pelangparan HKI vang paling menomol di Indonesia sdalah pembajakan

atas karya cipta dalam format cakram optik {optical disc) berupa Compact Disc
(CD;}, Fideo Compact Disc (VCD) dan Digital Video Dise (DVD). Banyaknya

pemberitaan di media massa batk media cetak mau pun medn elektronik

mengenai razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga menjadi indikasi

atas masih kurangnya kesadaran masyarskat den lemahnya penegakan hukum

HKI di Indonesia. Sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut, terfihat bahwa

kasus pelangzaran HKY vang paling banyak ditangani oleh kepolisian adaiah

kasus pelangparan hak cipta.

Tahel 1.1

Data Kasus HKI vang Bitangani oleh Polisi

NQ. JENIS HK1 2006 2447 2008 2009
Jan-April

1. | BAKCIPTA 1.443 508 209 88
2. | PATEN - 6 1 i
3. | MEREK Y %3 18 6
4, | DESAIN INDUSTRI 4 17 3 i
5, | RAHASIADAGANG - I - -
6. | DESAIN TATALETAK - - ~ -

SIRKUIT TERPADLI
7. | PERLINDUNGAN - - -

VARIETAS

TANAMAN

JUMLAHN 1.516 703 218 106

Sumber; Laporan Tim Nasional Penanggutangan Pelanggaran HKI

Untuk kasus pelanggaran hak cipta sendiri, berdasarkan Laporan Tim

Nasional Penangegulangan Pelanggaran HKI, diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 1.2

Hasil Penindakan Polri terhodap Kasus Hak Cipta

yaag Menggunakan Optical Disc

No Uraian Kasus Th, 2005 | Th. 2006 | Th. 2007 | Th. 2008
1| Jumlah kasus 419 1.438 589 200
2 | Tersangka produks: 18 61 73 63
(pabrik & Aome industry}

3 ) Tersangka penjual/toko/ 422 1.733 668 194
pedagana

4 Jumlah tersangka 437 1.794 741 258

5 Jumlah  barang  bekti | 2.800.649 | 5.289.321 | 2.140.93%3 | 2.654.607
cakram optik

6 | Barang bukti duplikator 178 223 179

Sumber: Laporan Tim Nasional Pe;zanggulangan Pelanggaran HKI bulan

Desember 2008

IIPA kembali mencatat bahwa selain keberadaan para pedagang vang
menjuat dengan bebas produk CD/VED/DVD bajakan, masih ada pabrik-pabrik
yang memproduksi produk bajakan tersebut meskipun jumlah pabrik cakram optik
terdaftar di tahun 2007 meningkat dari 28 menjadi 31.

Data yang diberikan oleh Departernes Perindustrian RI di tahun 2006
mengungkapkan bahwa sebanyak 145 mesin pengganda yang sudah terdaftar
dioperasikan oleh 28 pabrik produsen cakram optik terdaftar, yang mengakibatkan
adanya potensi kelebihan kapasitas produksi sebanyak satu miliar cakram per
tehun. Sedikitnya empat pabrik terdaflar di Indonesia memiliki fasilitas
manufakivr “steemper” dan master (dua bagian produket utema/kunci untuk
memproduksi cakram optik dalam jumiah besar yang dilindungi UU Hak Cipta
dan oleh karenanya dilindungi pula oleh persturan tentang cakram optik, dan
harus memenuhi persyaratan kode SID}, meskipun satu dari pabrik-pabrik tersebut
gilaporkan menghentikan produksinya di awal bulan Desember 2007 Namun
demikian, selama tahun yang sama polisi telsh merazia lebih dari 270 stamper
palsu. Dengan kondisi vang demikian, tidak heran bila Indonesia tetap menjadi
basis ekspor untuk CD/VID/DVD bajakan,
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Kondist ini tidak jauh berubah ketika pada tahun 2003 Inferaational Dota
Corporation (IDC) melakukan penelitian untuk Business Saftware Alliance (BSA)
tentang pembajakan perangkat lanak di dunia. Ketika itu Indonesia berada pada
peringkat ke empat sebagai negara dengan tingkat pembajakan peranpkat lunak
tertinggt di dunia setelah Viet Nam, Cina dan Ukraina, (Henny Marlyna, 2004)
Meskipun Indonesia felah dianggap berhasil mengurangi tingkat pembajakan
perangkat luak dari 89% menjadi 88%, terutama sejak diberlakukannya UU
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, akan tetapl tetap saja tingkat
pembajakan tersebut masih tinggi.
Produk-produk bajakan hinpga saat imi masib mendominasi pasar di
indonesia. Setiap tabunnya diperkirakan sekitac 1085 juta cakram optik bajakan
telah diprodukst di Indonesia dan jumlah ini terus meningkat seliap tahunnya,
Berbagan upayz telah dilakukan oleh Pemeriniah Indonesia dalam
menckan pembajakan di Indonesia. Mulai dart melakukan tindakan yang preventif
seperti penyelenggaraan sosialisasi dan seminar, penyebaran spanduk anti
pembajakan dan pengiriman surat peringatan ke pusat-pusat perbelanjaan hingga
tindakan yang represif sepertt razia ke lokasi-lokast vang diduga sebagai tempat
pereddran cakram optik legsl.
Dalam menanggulang masalah pembajakan ini, sebagal bagian dari
pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pemerintak Indonesia
telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 2004 tentaog Sarana
Produksi Berteknologn Tinggi untak Cakram Optik (Optical Disc).
Peraturan Pemerintah ini diterbitkan schagat salah satu vpaya pemerintah
dalam wmelakokan pengawasan techadap para pelaku industri cakram optik
(pembuatan, impor, skspor, ternmmasuk bahan baku) Peraturan Pemerintah ini
mengatur:
a. Setiap perusabaan industri cakram optik wajib memiliki Izin Ussha
Industri (UL} atau Tanda Daftar Industrl (TDI}

b. Perusahaan indusiri cakram optik wajib mempercleh kode produks:
berupa Sewrce Identification Code (SID) darl lembaga yang diakui
secara internasional dan wajib mendaflarkan kepada Ditjen. Industri

Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian RI
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¢. Perusahaan industrk  cakramy  optik yang melakukan
perbanyakan/replikasi wajib mendapatkan Lisenst dari pemegang hak
cipta, Tanda Lulus Sensor dari Badan Sensor Film untuk produksi
fiim/video dan menyampaikakn contoh hasil replikasi.
Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak
cipta atas hasil karya dalam bentuk cakram optik, masih banyak kasus
pembajakan karya cipta yang terjadi.

Tabel 1.3
Data Hasil Tindak Kasus VOD & DVD Tahun 2006 s.d. 2008
Tahun Barang Bkl yang Disita
CO/VEDDVDSoflware dalam keping Mesin
Film Porno Musik | Sofiware | Jumigh Cetak Print { Jumish
N
Duplikaior
2006 | 2038087 | 116990 | 248281 4 328 2.407 666 42 7 99
2007 | JTG36318 1 25553 | 1042865 | 1620 ; 2.140.913 23 4 233
2008 1 1.694.349 | 388549 | 342400 29118 | 2.654.607 190 3 183

Sumber; Laporan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HIKI

Dan data-dats faktual tersebut & aias, maka menarik untuk diamali
bagaimana pelaksanzan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produks
Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik {(Optical Dise) yang selams ind telah
berjalan dan di bawah koordinasi Departemen Perindustrian Ri.

Suaty kebijakan tidak akan memiliky dampak apapun jika tidak
ditmplementasikan. Ketika svatu kebijakan dilmplementasikan, maka akan
diketahui kelemahan dan keunggulan kebijgkan {ersebut.

Menurut Edwards, untuk mengetahui keberhasilan implementasi suatu
kebijakan, perlu diketahui apa sgja syarat keberhasilan implemeniasi suatu
kebiiakan dan  apa sgja  yang menjadi  hambatan  utama  dalam
mengimplementasikan suatu  kebijakan. Selanjuinya Edwards membahasnya
denpgan mengamati empat faktor atau variabel penting dalam implementasi
kebijakan, Keempat faktor tersebut adalah:
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{1} Komunikasi: ada tiga hal penting dalam proses komunikast kebijakan,
yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan

{2} Sumber-sumbar: berupa staf, informasi, wewenang dan fasilitas

{3} Disposisi atau kecenderungan: dampak dart disposisi atau kecenderungan,
pengangkatan birokrat, insentif dan kesimpulan

{4} Struktur birokrast: dua karaktenstik wamanya adalah Siandord Operating
Procedures (SOP) dan Fragmentasi.

1.2 Pokok Permasalahan
Dengan dilatarbelakang: olch uraian tersebut di atas, maka pokok
permasakahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implemesntasi kebijakan PP No, 29/2004 tentang Sarana
Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Opfical Disc) yang
selama ini teigh dilakukan ditinjan dan kemumikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birckrasi?

2  Apa saja vang menjadi hambatan dalam menerapkan kebijakan PP No.
29/2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggl untuk Cakram
Optik (Oprical Disc) ditinjau dari komurikasi, sumber daya, disposisi dan
struktur birokrasi?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuarn yang ingin dicapai dalam penelitian ini adelah:

1. Mengetahui implementasi kebijakan PP No. 29 Tghun 2004 tentang
Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (OUptical Disc)
yang selama ini telah difakokan difinjan dari komonikasi, sumber daya,
digposisi dan struktur birokrast.

2. Mengetahui hambatan yang ada dalam menerapkan kebijakan PP No. 29
Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggt untuk Cakram
Optik (Optical Disc) ditinjau dari komunikasi, sember daya, disposisi dan
struktur birokrasi,
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1.4 Manfaat Penclitian
Penelitian ini dibarapkan dapat memberi manfaat berupa:
1. Secara aksdemis, penelitian ini diharapkan menambah keberagaman
pemaparan mengenal implementasi kebijakan,
2. Secara prakiis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Ditjen,
HKI dan memberikan masukan dalam penanggulangan pembajakan karya

cipta,

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagal berikut:

Bab I Bab pendabuluan ini membahas tentang  latar  belakang
permasalahan, pokok permasalaban, fujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penulizan

Bab It Bab int menguratkan tentang landasan dan kerangka teori yang
akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab T1I Bab ini menjelaskan tentang wmetode penelitian yang akan
digunakan, termasuk di dalamnya jenis pendekatan penelitian,
populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen
pengumpnlan datg, teknik pengolahan data dan metode analisis
data

Bab IV Bab ini berisikan gambaran umum tentang Peraturan Pemerintah
No. 29 tahun 2004 tentang Sarapa Produkst Berteknologi Tinggi
untuk Cakram Optik (Optical Disc).

Bab v Bab ini menguraikan hasil pengolahan data vang diperoleh dari
peagisian kuestoner, hasil wawancara dan penelusuran literatur,

Bab ¥V Bab ini beristkan kesimpulan dan saran.
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BARBR
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin dafam Budi Winarso (2007} berpendapat babwa
implementast adalah apa vang terjadi setelab undang-undang ditetapkan vang
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan {benefit), atau suatu jenis
keluaran yang nvata (tongible onipuf). Istilah implementasi menunjuk pada
sejumizh kegiatan vang mengituti pernyatsan maksud tenlang tuivan-tujuan
program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah,

Sementara Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses
implermentasi  sebagal  tindskan-tindakan vyang dilakukan baik  olch
individu/peiabat  atany  kelompok pemerintah/swasta wvang diarabkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tahap implementasi teriadi setelah suatn kebijakan ditetapkan dan dana
untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut sudah disediakan.

Sedangkan menurut Grindle {1980) tugas implementast adalah membentuk
sustu  kaitan {linkage) vang memudabksn juan-tujuan  kebijakan  bisa
direalisasikan scbagai dampak dart suatu kegiatan pemerintah.

Implementasi dimulai ketika suato kebijakan sudah diadopsi dan terus
berlanjut selama kebijakan tersebut tetap berfaku.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab {2008) menielaskan makna
implementasi inl dengan mengatakan bahwa: memahamt apa yang schenarnya
terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan
fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang muncul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publile,
vang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk
menilbulkan dampak/akibat nyata pada masyarakat.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier juga telzh merumuskan proses
implementasi kebijakan publik dengan lebih rinci, yaitu: implementasi adalah
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif
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yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan fersebut
mengidentifikasikan masalsh yang ingin distasi, menyebutkan secara tegas
tujuanfsasaran  yang  ingin  dicapal, dan  berbagai carz  untuk
menstrukivrkanymengatur proses implementasioya. Proses ini berlangsung setelah
mefalul sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahepan penegsahan
pndang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan
oleh badan (instansl) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan
tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata—baik yang dikehendaki
maupun yang tidak-—dari output tersebut, dampak keputusan sebagai yang
dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambi! keputusan, dan akhirnya
perbaikan-perbaikan penting {atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan)
terhadap undang-undang/peraturan vang bersangkutan.

Sementara itn, Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2008) mengatakan
bakwa untuk dapat mengimplementastkan kebijakan publik secara sempurna
{perfect implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tectentu. Syarat-
syarat tersebut adaiah:

1. Koudisi eksternal yang dihadapi cleh badan/instansi peleksans tidak

akan menimbulkan gangguankendala yang serius

2. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadal untuk

pelaksanaan program

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperiukan benar-benar tersedia

4. Kebijzkan yang akan diimplemeniasikan didasari oleh suaty hubungan

kausalitas yang andal

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya
Hubungan saling ketergantungan harus kecil
Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujnan

‘Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam vrutan yang tepat

I

Komunikast dan koordinast yang sempurna,
16, Pihak-pthak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
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Menurot Hdwards, implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan
kebijakan yang ada di antara pembuatan suatu kebijakan dan dampak kebijakan
tersebut terhadap masyarakat. Jika suatu kebijekan tidak tepat atau tidak dapat
menyelesatkan suatu permasalahan sebagaimana kebijakan tersebut diatur untuk
iy, maka it menjadi kegagalan meskipun kebilakan ini telah diimplementasikan
dengan baik. Sebaliknya jika suatu kebijakan sudah dibuat sebaik mungkin tapi
bila kurang diimplementasikan maka akan menemui kegagalan pula.

Implementasi suatu kebijakan publik melingkupi berbagai kegiatan
mengeluarkan dan memberdayakan arahan, mencairkan dana, meminiam dana,
memberikan  pinjaman, menandstangai  kontrak, mesgumpulkan  data,
menyebarkan informasi, menganalisa masalah, menugaskar dan mempekerjakan
pegawai, mencipizkan unit-unit organisasi, mengajukan alternatif, merencanakan
masa depan dan bernegosiasi dengan pihak swasta, kelompok bisnis, badan
Jegtsiatif, unit biroksast dan bahkan dengan negara lain.

Dalam mengkaji implementasi kebiiakan, Bdwards memulal dengan
mengajukan pertanvaan: Apa saja svarat keberhasilan implementasi suatu
kebijakan? Hambatan utama apa saja vang dapat menggagalkan implementasi
suaty kebijakan? Untuk menjawab kedua pertanyaan terscbut, Edwards
mempertimbangkan empat fakior penting dalam mengimplementasikan svaty
kebijakan, yaitu:

(1) Kemunikasi; agar implementast kebijakan menjadi efektif, pthak-pihak
vang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut
sebatknya mengetahul apa yang harus merska lakukan. Perintah untuk
mengimplementasikan kebijakan barus dituwjukan kepada personil yang
tenat. Perintah tersebut harus jelas, tepat dan konsisten, Banyak hambatan
dalam transroisi (penyampaian) komunikest implementasi yang dapat
menjad: kendala dalam implementas: kebijakan. Bila kebijakan-kebijakan
dapat diimplementasikan dengan tepat, perintah-perintah implementast
bukan hanya sekedar diterima, tapt jupa harus jelas, Bila tidak jelas, maka
para pelaksana kebijakan akan mengalami kehingungan akan apa yang
scharusnya wmereka lakukan, dan mereka skan dengan leluasa
menggunakan pandangan mereka dalam mengimplementasikan kﬁhijakar;
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tersebut, pandangan yang bisa jadi berbeda berbeda dengan pandangan
pirpinan mereka. Oleh karena itu, selain penyampaian, kejelasan
komunikast antara pimpinan dengan bawahan harus dapat dipastikan.
Aspek lainnya dari komunikasi implementasi adalah konsistensi.
Keputusan-keputusan  yang  kontradikiif dari  pimpinan  tentunya
mentbingungkan staf dan akibatnya menghambat kemampuan mereka
untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif,
Transmisi. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan
perintah-perintah implementasi. Perfama, pertentangan pendapat antara
para pelaksana dengan perintah yeng dikeluarkan oleh pengambil
kebijakan. Kedua, informasi melewati beriapis-lapis hierarki birokrasi,
Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebljakan
vang dijalankan.
Kejelasan. Edwards mengidentifikasikan enam Faktor yang mendorong
ierjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan Fakior-faktor rersebut
adalah kompicksitas kebtjakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu
kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujoan-
tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru,
menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan
kebijakan pengadilan.
Konsistensi. Dengan menvelidiki hubungan antara komunikasi dan
implementasi, maka kita dapat meogambil generalisasi, yakni bahwa
semakin cermat kepuivgan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan
diteruskan atau disampaikan kepada mereka yang harus melaksanakannya,
maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan
purintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Dalam situasi sepertt
ini, penyimpangan-penyimpangan transmisi merupakan sebab utama bagi
kegagalan implementasi kebijakan.

(2 Sumber daya: keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh
sumber daya seperti jumlah dan kompetensi staf, informasi yang relevan,
otoritas untuk memastikan implementasi kebijakan dan fasilitas.
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Staf. Kadang kala vang menjadi kendala bukan jumiah staf melainkan
kualitas staf, keterampilan-keterampilan yang harus dimilikl oleh staf dan
dipertukan dalam melaksanakan pekerjaan.

Informasi. Adg dug bentuk informast Pertams informasi mengenai
bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana kebijakan periu
mengetahul  apa  vang dilzkukan dan  bagaimana mereka harus
melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi
petunjule untuk melaksanskan kebijakan. Bentuk kedua dari informasi
adalah data tentang ketsatan personil-persomi lain terhadap peraturan-
peraturan  permerintah.  Kurangmya pengetahuan teniang  bagaimana
mengimplementasikan kebijakan mempunyai beberapa konsckuensi secara
langsang. Pertama, ada tanggung jawab-fanggung jawab yang tidak dapat
terpenubi atan bahkan tidak tercapai tepai waktu. Kedug, ketidakefisienan.
Ada usasha-usaba yang terbukii merupakan kesalaban dan para pelaksana
harus mencobanya kembali. Selain #u, implementasi kebijakan seringkah
membutuhkan informast tentang ketaatan darl orgenisasi-organisasi atau
individu«individu dengan hukum. Menyandarkgn informasi dari mereka
yang seharusnys mematuhi memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang
implementasi vang efektif.

Wewenang, Sumber penting lainnya dalam implementasi  adalah
wewenang atau otoritas, Wewenang akas berbeda-beds untuk setiap
program, Namurn denvkizn, dalam beberapa hal, suatu badan mempunyai
wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan
suatu kebijakan dengan tepat.

Fasilitas. Fasilitas fisik bisa menjadi sumber daya vang penting dalam
mengimplementasikan  kebijakan. Tidak mudah untuk  menjawab
bapaimana para pelsksana kebijakan mendapatkan fasilitas dan
periengkapan yang dibutuhkan. Masyarakat seringkali menentang bahkan
dengan mengkonsolidasikan dirl untuk menentang pembangunan fasilitas-

fasilitas,
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{3) Disposisi ataz kecenderungan: pelaksana kebijakan haros tahu apa yang
dilakukin dan memang mempunyai kemampuan untuk itu serta kesadaran
akan tanggung jawab dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Dampak dari  disposisi atay  kecenderungan. Ada kebijakan  yang
ditmplementasikan secara efekisf karena mendapat dukungan dani
pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan
bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandsngan pelaksana
kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para
pelaksans. Badan-badan birokrasi pemerintah mempunvai  beberapa
karaktenstik yang mungkin tidak dimiliki oleh badan-badan swasta,
Pertansa, badan-badan birokrast pemerintah lebih bersifat homogen.
Kedua, berkembangnya pandangan-pandangan parokial. Ketergantungan
staf kepada pirupinannya akan informasi dan petunjuk, kebuiuhan zkan
tetap terjagenya moral organisasi dengan mendukung pandangan-
pandangan yang sudah terbeniuk, dan tekanan-tekanan dari badan-badan
lain bersgma-sama bisa mematahkan semangat pejabat tinggi dari tetap
terpeliharanya pandangan luas atas kepentingan publik,

Pengangkatan birokrat, Kecenderungan atau disposisi para pelaksana
memberikan  hambatan-hambatan  yang  serius  bagl  implementas]
kebijakan,

Insentif. Sulit unfuk melakukan pergantian personil di badan pemerintah
dan tidak bisa menjamin bahwa proses implementasi akan terus berjalan
dengan lancar, Teknik lain untide menangani masalah kecenderungan para
pelaksana ini adalah dengan memanipulasi insentif.

Ada dua dampak reward vang dikurangi oleh dua faktor. Fakior pertama,
mereka vang sesungguhnya mempunyar kendali atas distribusi reward
yang ada bisa menentang atau berseberamgan dengan kebijakan yang
seharusnys diimplementasikan. Faktor kedua, tekanan kelompok dapat
membatasi dampak lebih lasjur dant reward kerepa para pelaksana
merespon  kepada atasan dan kepsda prhak kepada siapa mereka
bergantung untuk melakukan tugas mereka.
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{4} Strulctur birokrasi: ada dua karakteristik utama yaitu Standard Operating

Procedures (SOP) dan fragmentasi.

SOP adalah kegiatan rutin yang menumgkinkan pejabat publik inembuat
keputusan. SOP sangat menghemat waktu, sangat berguna ketika
kekurangan sumber dava. Meskipun SOP dapat mencegah pelaksana
kebijakan membuat keputusan sendiri, SOP tidak selalu dapat diterapkan
dh semua kasus dan dapat menghambat implementasi Xebijakan. SOP bisa
menjadi tidak efektif di situasi dan kondisi tertentu. SOP bisa juga menjadi
tidak efekiik untuk kebijakan vang lebih rutin. Sedangkan keunggulan
SOP adalah SOP dapat membantu orgamsasi keitka organisasi tersebut
beradaptasi dengan perubahan.,

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab untuk suatu kebijakan
kepada  beberapa unit  orgasisasi.  Im bermanfaat  ketika
mengimplementasikan  kebijakan  yang mencakup Imtas  seldoral.
Konsekuensinya, koordinast kebijakan menjadi sulit. Sumber daya dan
otoritas atau wewenang untuk menyelesaikan suatu permasalaban sccara
komprehensif kerap kali didistribustkan antar beberapa unit birokrast.

Selanfutnya dijelaskan oleh Edwards U bahwa kesmpat variabel tersebut

akan saling berinteraksi vang pada akhirnya mempengaruhi implementas:

kebijakan baik secara lungsung maupun tidak  langsung, sebagaimana

diilustrasikan dalam gambar berikut:

Eomunikasi

A

3

¥

D
Struktor bm‘si/::/’///

£ daya
\ Emplementasi

Gambar 2.1 ; Dampak Langsung dan Tidak Langseng terhadap Impiementast Kebijakan
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Operasionalisasi konsep vang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut;
Tabel 2.1
Operasionalisast Konsep
Yariabel Indikator Sumber Data
Komunikast »  Mengetaha kebijakan Primer
1. Transmisi * Mengerti maksud dan tujuan kebijakan
2. Kgjelasan + Mengetahui mekanisme pelaksanaan
3. Konsistens gari kebijakan
+ Adanya laporan tugas/peker)aan
Sumber Daya +  Kualitas Primer dan
1.  StaffPelaksana | « Kusntitas sekunder
2. Informasi »  (ara melaksanakan kebijakan
3. Wewenang »  Kewenangan yang memadai
4. FPasilitas fisik +  Sarana
»  Prasarana
Sikap/Disposisi »  Kesediaan untuk melzksanakan Primer
1.  Sikap kebijakan
2. Komitmen »  Komitmen unfuk melaksanakan
kebijakan
Struktur Birokrasi + Adanya fata aliran pekerjsan dan Primer dan
1. SOP pelaksanaan program sekunder
2, Koordinasi «  Koordinasi baik dalam organisasi
maupun di luar organisas

2.3. Penclitian Terdahuiu

2.2.1 Viverdi Anggoro inelakukan penelitan tentang Implementasi

Kebijakan Pembinaan Narapidana (Studi Kasus di Lapas Klas I
Cipinang) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan
kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah pejabat struktural dan
staf vang bortugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipingng yang
berjumlah 419 orang. Teknik pengambilan sample mengpunskan
Purposive Sampling sehingga didapat sampel sebanyak 40 orang
Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga: wawancara,
kuesioner dan penelitian kepustakaan. Kebijakan yang ditehiti oleh
Viverdi adalah  Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor
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02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Polz Pembinaan Marapidana. Ada
tiga pokok permasalahan yang diteliti olehnya, vaitu:

(1)} Apakah Keputusan Menteri Kehakiman R Nomor 02 PK.04.10
Tahun 199C tentang Pola Pembinsan Narapidang dapat
diimplementasikan dengan baik di Lembaga Pemasyarakat Klas
I Cipinang

{2) Faktor-faktor penghambat apa saja yang timbul dalam
implementasi kebijakan pembinsan narapidanaz di Lembaga
Pemasyarakatan ¥las [ Cipinang

(3) Faktor-faktor penunjang apa saja  yang timbul  dalam
implementast kebijakan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas I Cipinang,

222 Ni Kewt Sumiteri melakukan penelitian  temtang  Analisis

Implementasi Kebijakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada
Departernen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan metode
penclitian kualitatif dan kuantitatif. Populast dalam penelitian ini
adalab kelompok pegawai pengelola Barang Milik Negara pada
Departemen Hukum dan HAM. Sampel adalah kelompok pegawai
pengelola Barang Milik Negara pada unit Eselon [ sebanyak 11 Unit
Eselon I dan kelompok pegawai pengelola Barang Milik Negara pada
kantor satuan kerja di setiap Kantor Wilayah, Teknik pengambilan
sampel pada kantor wilayah sebanyak 33 kantor wilayah diambil
secara random dengan mengambil 10% dari jumiah satker di setiap
kantor wilayah tersebut, yaitu 6% satker, sehingga total sampel 80
satker. Teknik pengambilan sample menggunakan Simple Rarndom
Sempling. Tekmk pengumpulan data yang digunskan ada dua:
wawancara dan kuesioner, Kebijakan yang diteliti oleh Sistem
Akuntansi Barang Milik Negara. Ada tiga pokok permasalaban vang
diteliti olehnya, vaitu:
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{1} Apakah faktor penghambat dan pendukung dari implementasi
Sistern Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen
Hukum dan HAM?

(2) Bagaimana strategi pencapaian implementasi Sisteny Akuntansi

Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM?
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BAB H1
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelilian

Penelitian  int  mengpunakan kombinesi pendekatan kualitatif dan
kuantitaif Pendekatan ini diambi! guna lebih memaharni konsep yang akan duyi
atay didalami. Pendekatan penclittan ini lebik mengutamakan pendekatan
kuantitatif. Data yang berhasi] dikumpuolkan diolah dan disajikan dalam bentuk
tabel. Masing-masing fabel dibuat narasinya, dicari saling hubungannya sebagat
hasil analisis atas data vang terkumpul. (Sumhudi, 1985). Sedangkan pendekatan
kualitatif digunakan wuntuk memperkuat data  kuanfitatif yang  berhasil
dikumpulkan.

Penelitian ini berupaya menggali dan memahami bagaimana pelaksanaan
PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk
Cakram Optik (Optical Disc) serta mengetahut hambatan-hambatan apa safa yang
selama im ditemui dalata mengimplementasikan FP Nomor 29 Tahun 2004
tersebut. Selanjuinya berdasarkan informasi tersebut, peneliti melakukan analisa

dengan berpedoman pada literatur-literatur mengenal implementast kebijakan.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis. Data vang
berbasil dikumpulkan, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dibuatkan
penjelasannya untuk masing-masing tabel.

Dalam penelitian ¥ni, penelitt bermaksud menyajikan implementasi
kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 dilibat dari aspek komunikasi, sumber daya,
disposist dan struktur birokrasi. Kemudian penulis akan menganalisis keterkaitan
antara komwunikast, sumber daya, disposisi dan strukiur birokrast terhadap
pencapatan tujuan kebijakan.

Dalam hal ini peneliti akan menyajiikan gambaran apakah komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur birckrast berpengaruh terhadap pelaksanaan
kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.

0
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3.3 Sasaran Penclitian
3.3.1 Sumber Informasi
a, Data primer yakni berupa data yang diperoleh di lapangan dengan
menggunakan dua metode yaitu kuesioner kepada sampel
penelitian dan wawancara,
b. Data sekumder yakni berupa data yang diperoleh dan hasil
penclusuran dan penelaahan dokumen yang terkat dengan pokok

permasatahan pada penelitian ini

3.3.2 Ruang Liagkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas pembahasan implementasi
PP Nomor 29 Tahua 2004 tentang Cakeam Optik dilihat dari empat variabel,

yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

3.4 Populasi dan Sampel
Penentuan responden unfuk peaelitian ind dengan menggunekan sample
random purposif. Teknik ind dipilih oleh pensliti karena dalam penelitian ini

melibatkan jumiah populasi yang relatif kecil, yaitu sebanyak 44 responden.

3.4.1 Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah pibak-pihak  yang memang
bertanggung jawab sebagat pelaksana kebijakan PP MNomor 29 Tabun 2004
tentang Cakeam Optil, yaitu Tirn Monitoring Pengawasan Industrt Cakram
Optik dan perysahaan-perusahaan cakram optik yang pads saat dilakukan
penelitian yang mempunyai populasi masing-masing seiumiah:

4. Anggota Tim Monitoring Pengawasan Peruszhaan Industri Cakram
Optik vang dibentuk oleh Departemen Perindustrian RI, melibatkan
para pejabat dari Departemen Perindustrian dan instansi terkait lainnya
sepertl Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Ditien. Bea dan Cukai,
Ditjen. HKI dan Departemen Perdagangan, berjumiah 18 orang.
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b. Perusahaan-perusahaan cakram optk vang terdaftar di Departemen
Perindustrian RI herjumiah 30 perusahaan dengan masing-masing

perusahaan diwakili oleh safu orang, sehingga menjadi 30 orang,

3.4.2 Sampel
Adapun penentuan sampel untuk penelitian ini sebanyak 46, berdasarkan
pernyataan Arikunto (1993) yaitu: “apabila subyeknya kurang dari 100, lebih
baik diambil scluruhnys sehingga penelitiannya menjadi penelitian populas.
Selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-
25% atau lebih”,

3.5 Instrumen Penelitian
Penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara sebagal instrumen
penclitian nntuk memperoleh data primer dari responden yang nantinya akan
dianalisis oleh peneliti dan penelusuran literatur sebagai sumber data sekunder,
3.5.1 Kuesioner
Pengumipulan data dengan cara berkomunikasi tidak langsung, dengan
menyebarkan lembar pertanyaan kepada responden. Pertanyaan yang disjukan
dalam kuesioner bersifat tertutup ager memudabkan editing tabulasi dan
pengcishan data. Selfiap pemyatsan disediakan 5 (lima} alternatif pilihan
pendapat yang sesuai dengan pendapat responden. Adapun kelima alternatif
pendapat dimaksad meliputt
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
Sefun
Sangat Setuiu

o o o o p

3.5.2 Wawancara
Pengumpulan data dengan cara melakukan tanys jawsb langsung oleh
peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan pokok permasalahan dalam

penulisan tesis ini. Dalam hal ini wawancara mengpunakan panduan
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wawancara berupa wawancara tersiruktur kepada 3 (tiga} orang pejabat di
Direktorat Jenderal HKI yang mengetahui secara mendalam  tentang
implementasi kebtjakan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang
Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Opfical Disc).
Mereka adalsh Kasubdit. Pengembangan, Direkiorat Keria Sama dan
Pengembangan sebagai informan I; Kasubdnt. Pelayanan Hukum, Direldorat
Hak Cipta, Desafn Industrs, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rabasia
Dagang sebagal informan Il dan Kass. Penimbangan Hukum, Dirsktorat Hak
Cipta, Desain Indusiri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia

Dagang sebagai informan [

3.5.3 Penehisoran Literatur
Pengumpslan data dengan ¢ara mempelajari dan menelaah hteratur yang
membzghas  tentang implementast  kebijakan, laporan Tim  Nasional
Penanggulangan Pelanggaran HKI untuk mendapatkan dats mengenat jumiah
pelanpgaran hasil hak cipta berups CI)NCi}fE}V}C}, dan data dari Departemen
Perindustrian RI mengenai laporan pengawasan atas perusahaan cakram optik

di Imionesia.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian adaiah:

a. Penataan data mentah
Kegiatan untuk mengatur dan mengorganisasikan {secara {isik) data
mentsh yang terkumpnli di lapangan

b. Editing data
Kegiatan memeriksa kembali data yang diperoleh dar lapangan
meliput: kelengkapan data, kebenaran data dan relevansi data dengan
penelitian

¢. Tabulasi data
Kegiatan proses penyusunan nilai pendapat responden dalam suatu
tabulasi frekuenst yang sesuai dengan keperluan analisis, dimana

pendapat responden diberi nilai, sebagai berikut:
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Untuk alternatif pendapat responden STS diberi skala = |
Untuk allernatif pendapat responden TS diberi skala = 2
Untuk alternatif pendapat responden RR diberi skala = 3
Untuk alternatif pendapat responden S diberi skala = 4
Untuk alternatif pendapat responden 8§ diberi skala =3

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam peneliflan ini menggunakan teknik analisis
deskriptif vaitu mendeskripsikan fakior-taktor vang mompengaruhi implementast
kebijakan Peraturan Pemerintzah Nomor 29 tahun 2004 tentang Sarana Produksi
Berteknologi Tinggt untuk Cakeam Optik {Optical Dis¢) ditinjau dari faktor
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birckrasi, Dengan penggunaan
metode kuaotifatif dan kualitatif diharapkan bahwa data kualitatif dapat
menunjang dan memperkuat analisa date kuantitatif yang dilakukan,

Seluruh jawaban dari responden Izly dibuatkakn persentase (%), dimana
persentase vang paling dignggap sebagal jawaban vang memungkinkan untuk
digunakan sebagai unsur penilaian dan kemudian dipersepsikan. Untuk
memberikan penilaian terhadap nilal skor darl semmua variabel maka diberikan
penifaian berdasarkan skala Likert, sebagai berikut:

Jawaban sangat baik diberikan peniltatan 5
Jawaban batk dibertkan penilaian 4 sampai dengan 4.9
Jawaban cukup baik diberikan penilaian 3 sampai dengan 3.9

Jawaban kurang baik diberikan penilaian 2 sampai dengan 2,9

ok Lo

Jawaban tidak baik diberi penilaian 1 sampai dengan 1.9
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BAB 1V
GAMBARAN UMUM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTARG
SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM
OPTIK {OPTICAL DISC)

4,1 PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi
untuk Cakram Optik

PP Nomor 29 tahun 2004 mempakan peraturan yvang dibuat dalam rangka
pelaksanaan ketentyan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta yang berbunyi:

(i) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produkst

berteknologi tingel, khususnya di bidang cakram optik (opfical
disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan
persyaralan produkst vang ditetapkan oleh insiansi yang
berwenang.

{2} Ketentuan lebih lanjut mengena sarana produksi berteknologi

tingpt vang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur
pada ayat (1) diatur depgan Peraturan Pemerintah.

Tujuan pembuatan peraturan int adalah untuk mencegah beredarnya
cakram optik ilegal yang merugikan pemegang hak cipta dan menghindari
persaingan yg tidak sehat perdagangan cakram optik dalam negeri.

Yang dimaksud dengan cakram optik sebagaimanza yang fertuang dalam
Pasal 1 PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik adaiah segala macam
media relkam berbentuk cakram yang dapat diisi atau Derist data informast berupa
suara, musik, film atau data lainrya yaog dapat dibaca dengan mskanisme
teknologi pemindatan (Scamng) secara optik menggunakan sumber sinar yang
intensitasnya tinggl seperti iager.

Secars umum pengaturan yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004
tentang Cakram Optik adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sarana Produksi
Jenis dan sarana produksi adalah bagian ketentuan yvang diatur dalam Bab
1, mulat dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 6. Pada bagian int menyebutkan

jenis-jenis dari produksi cakram optik dan sarana produksi cakram opiik
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yang meliputi: mesin dan peralatan produksi cakram optik dan bahan baku
unfuk membuat cakram optik. Sarana produksi cakram optik lebih lanjut
didefinisikan sebagai segala bentuk media yang digunakan dalam proses
produksi cakram optik kosong danfatay cakram optik ist yang meliputi
mesin, peralatan dan bahan baku.

. Kade Produkst

Dalam Pasal | Angka & disebutkakn bahwa kode produksi adalgh Sowrce
ldentification Code (SID) yang terdirt dari kode stamper dan kode cetakan
{mouidy. Kode produksi ini wajib dimiliki setiap sarana produksi cakram
optik di mana kode produksi tersebut telah diakreditasi antara lain oleh
International Federation of Phonographic Industry (IFP]) dan diterima
secara internasional. Kode produksi ini selain harus tertera pada setiap
stamper dan cetakan, juga harus tertera pada cakram optik isi
Pencantuman kode produkst juga berlaku wajib bagi cakram optik isi yang
dilmpor dari negara asal secars jelas dan terbaca, Kode produksi yang
dumiliki oleh indusisi cakram optik wajib didaftarkan kepada instansi yang
membidangi industri dan perdagangan. Perusahaan cakram optik jugs
diwajtbkan memasang papan pama yang memuat dengan jelas nama,
alamat, nomor telepon dan nomor izip uszha, Pemasangan papan nams
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus bersifat permanen dan tidak
mudah dilepas atau dipindahkan, Dalam hal pelaku usaha memiliki
fasilitas produksi yang tempatnya terpisah, masing-masing harug dipasang
papan pama,
a. Kode Sfamper adalah kode yang dimulai dengan huref “L” (singkatan
dari Lgser Beam Recorder) yang menunjukkan identitas perusahaan

yang memprodukst stamper tersebut.

b. Kode Cetakan (Mowuld) adalah kode yang merupakan kombinasi huraf
dan asgka yang menunjukkan pabrik dan mesin manakah yang
digunakan untuk mencetak cakram optik.
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Gambar 4.1 Kode Produksi

Sumber: Departemen Perindustrian RI

3. Pengadaan Sarana Produksi
Pasal 9 sampal dengan Pasal 12 mengatur tentang pengadaan sarana
produksi. Pengadaan sarana produksi di sini mencakup impor seria
produks) dalam negeri.
Mengenai impor mesin dan peralatan produksi, bahan baku untuk
memproduksi cakram optik, serta impor cskram optik kosong
hanya dapat ditmpor oleb Importir Terdaftar (IT) vang memiliki
Angka Pengenal Importir Terdaftar. Khususnya mengenai
Pengadaan Mesin dan Peralatan Produksi serta Bahan Baku wajib
mendapat persetujuan dari Menter:.
Sedangkan untuk Importir Cakram Optik wajib memiliki Angka
Pengenal Importir Cakramn Optik dan lisensi dari Pemegang Hak
Cipta.
Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa perusahasn
cakram optik yang mesniliki mesin den peralatan wajib melakukan
pendaftaran/registrasi kepada Menteri. Kewajiban ini berlaku untuk
perusahaan cakram optik yang telah beroperasi maupnn yang baru.
Pengalihan mesin dan peralatan produksi tersebut dalam bentuk jual

beli, hibah pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab
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lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan wajib

dilaporkan kepada Menteri,

{. Pelaporan dan Pengawasan

Perusghaan cakram optik wajib menyampaikan laporan kegiatan produksinya
secara berkala setiap 3 (viga) bulan yang harus disampaikan paling lambat
minggu kedua bulan berikuinya dari kewajiban penyampaian laporan berkala
tersebut. Laporan tersebut selamgutnys akan wenjadi dasar bagi pelaksanaan
pengawasan keglatan industri cakram optik. Adapun pengawasan kegiatan
industri cakram optik meliputt kelemgkapan dokumen laporan berkala,
ketentuan penggunaan kode produksi serta tanda lulos sensor dari instanst
yang berwenang khusus bagi cakram optik yang bersifat audiovisual.

Terhadap perusahaan yang berindikasi ielah melakokan pelanggaran dapat
dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polrf dan/atau Penyidik Pegawai Negeri

Sipil sesuat dengan epraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Sankst Administrasi

Sanksi administrasi dalam PP Nomor 29 talwn 2004 tentang Cakram Optik

- berupa:

1. Pencabutan atau pembekuan izin usaha cakram optik yang dimilil pelaku
usaha; dan/aiau

2. Pemberitaan melalui media massa mengenal pelanggaran vang dilakukan
oleh pelaku vsaha

Khusus mengenai penolakan untuk menaatl pengawasan dan pemertksaan,

sanksi yang dikenakan hanyalah berupa pencabutan atau pembekuan izin

usaha cakram optik

Secara umum, PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik mengatur:
a. Setiap perusabaan industri cakram optik wajib memiliki Izin Usaha
Industri (TUT} atau Tanda Daftar Industri (T}
b. Perusahaan industri cakram optik waiib memperoleh kode produksi berupa
Source Identification Code (SID) dari lembaga yeng diakuil secara
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internasional dan wajib mendaftarkan kepada Dircktorat Jenderal Industri
Agro dan Kimia Departemen Perindustrian RL

¢. Perusshaan industri cakram optik yang melakukan perbanyakan/replikasi
wijib mendapatkan Lisensi dari pemegang hak cipta, Tanda Lulus Sensor
dari Badan Sensor Film untuk produk film/video dan menyampaikan

contoh hasil replikasi,

4.2 Cakram Optik

Calramr optik adalah media penyimpanan data clektronik yang dapat
ditulisi dan dibaca menggunakan sinar laser berdaya rendeh.

Cakram  optik  menawarkan banyak kelebihan dibanding media
penyimpanan magnetis. Cakram optik menyimpan jauh Iebih banyak data.
Kontrof dan fokus yang lebih begsar yang dimungkinkan oleh sinar laser
{dibanding dengan head magnetis vang mungil) berarti lebih banyak data yang
dapat ditulis dalam ruang yang lebih kecil Kapasitas penyimpanan meningkat
seiring dengan munculaya media optis generast bary. Standar yang baru muncul,
seperti blu-ray, menawarkan kapasitas penyimpanan hingga 25 giga bif (GB) pada
sehuah cakram lapis tunggal berdiameter 12 sentimeter pada satu sisi. Cakram
optik diprodukst dengan bigya rendah dan data yang disimpan di dalamnya relatif
tahan terhadap berbagai ancaman lingkungan sekitar, seperti loncatan listrik atau

gangguan magnatis.

4.2.1 Jenis-jenis Cakram Optk

Dilihat dari isinys, cakram optik dapat dibagi menjadi:

a. Cakram Optik Kosong (CI/DVD Rekam)
(Cakram optik yang digunakan untuk menyimpan datz melalul proses
pembakaran atau penyalinan discbut sebaga cakram optik kosong atau
lebih luas dikena! senapal CD-R atau DVD-R

b. Cakram Optik Isi (Cakram Pra-Rekam}
Cakram optik yang sudah memiliki isi data do dalamnya vang tidak dapat
dihapus atau diubash digebut cakram optik ist. Istilzh populer untuk jenis
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cakram ini adalah CD Audic, VCD, DVD dan CD-ROM, sesuai dengan

format isinya.

4.2.2 Aspek-aspek Fisik Cakram Optik
a. Sisi Baca
Sisi baca adalah bagian dari cakram optik vang dibaca oleh sinar laser.
Jika cakram diletakkan di dalam sebuah pemutar CD, sisi baca ini
menghadap ke bawah, Pada sisi baca ini, biasanya kode produksi, kode
barang (barcodey dan identitas lpinnya milik perusahasn  klien

diterakan, termasuk tnformasi digital,

b, Sisi Cetak
Sist cetak adalah bagian ¢akram optik di mana label tercotak. Pada
produk cakram optik, loge CD Audio/VOD/ROM atau DVD perlu
dicetak untuk menunjukkan format isinya.

4.3 Tim Monitoring Pengawasan Perasahaan Indusiri Cakram Optik

Berdagarkan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi
Berteknologl Tinggt Untuk Cakram Optik (Oprical Discy Khususnya pasal 13
sampai dengan pasal 15 yang mengatur mengenai pelaporan dan pengawasan,
maka untuk penerapannya diperiukan peraturan lebih lanjut yang diatur dalam
Keputusan Menteri Perindusirian dan Perdagangan RI No, 643/MPF/Kep/ 1072004
tanggal 18 Oktober 2004 menpenai Pelaporan dan Pengawasan Perusshaan
Industri Cakram Optik (Optical Disc) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal
14 PP No 29/2004 tersebut.

Dalam Kepmen tersebut ada dua pembagian dalam pengklasifikasian
perusshaan industri cakram optik. Yang pertama bagi setiap pendirian perusahaan
Industri cakram optik baru mavpun setiap perluasannya diperivkan izin yang
disebut dengan Izin Usaba Industri Cakram Optik QUI Cakram Optik). Yang
kedua adalsh kelompeok industri kecil yang diberikan tanda daftar vang disebut
dengan Tanda Daflar Industri Caram Optik (TD1 Cakram Optik). Schingga
dengan adanya ketentuan ini setiap Perusahaan Industd cakram optik sesuai
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dengan pengklasifikasiannya wajib memiliki TUL atau TDI untuk setiap lokasi
sarana produksi cakram optik.

Mengenai ketentuan dari setiap perusshean cakram optik yang memiliki
izin wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas sedikitnya nama
perusahaan, alamat lengkap, nomer telpon, jents usaha dan somer UL atau TDI
cakram optik. Papan nama terscbut wajib dipasang di setiap lokast sarana
produksi dengan penempatan vang mudah dibaca oleh umum. Pendaftaran atau
registrasi wailb dilakukan kepada Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia
Departemen Perindustrian oleh setiap perusahaan industni cakram optik vang
memiliki mesin dan peralatan. Terhadap pengalihan mesin dan peralatan melalui
pengalihan hak, dengan cara jual beli, penyewaan, hibah, pewansan, wasiat,
perjanjian terfults atau sebab-sebab Jain yang diperbolehkan dalam perundang-
undangan waith melaporkan kepada Direktogat Jenderal Industni Agro dan Kimiz
dan wajib memperbaharui 1zin cakram optik oleh penerima pengalihan hak sesuai
dengan Kepmen pasal 6 ayat (1),

Tim Monitoring Cakram Optik bertugas memonitor dokumen perusshaan
dan kegatan peruszhaan indusiri cakram optik:

a. Kslengkapan penizinan industr dan kode produksi;

b. Penggunaan hak cipta, fisens: dan tanda lulus sensor serta memantau

kemungkinan adanya pelanggaran aspek hukum;

¢. Kegiatan pembelian, penggunaan baban baku, asal usul mesin serta

peralatan cakram optik;

d. Kegiatan produks: dan penjuaian cakram optik serta administrasi

persediaan bahan baku dan barang jadi cakram optik;

e. Kegiatan ekspor dan impor cakram optik kosong dan atau isi serta

melakukan pemantauan peredaran cakram optik;

f Kegiatan pelaporan periodik perusahaan industri cakram optik setiap 3

{tiga} bulan.

Bagi perusahaan industri cakram optik yang memiliki beberapa sarana
produksi di tempat terpisah wajib melaporkan kepada instansi Pembina teknis
setempat ‘dengan tembusan kepada Direkfur Jenderal Industri Agro Kimia
Departemen Perindustrian R1, Pelaporan waiib itu meliputi:
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Informasi umum perusahaan industn gsakram optik;

b. Laporan pembelian dan penggunaan bahan baku cakram optik;

¢. Laporan pembelian dan penggunaan stamper, mesin dan peralatan cakram
optik;

d. Laporan produksi/penjualan;

e. Laporan persedian,

Laporan yang dilakukan sebagaimana ketentuan ini wajib dilakukan setiap
triwulan disampaikan psling lambai mingeu kedua bulan berikutnya vang
ditujukan pada Menterl dengan tembusan Dirjen Industrl Agro Kimia, Dirjen
Perdagengan Luar Negeri, Dalam Neger, Dirjen Industri Logam, Mesin,
Elektronika dan Ancka kemudian dokumen tersebut wajib disimpan minimal
selama 5 tahun ustuk kepentingan pemertkssan.

Dalam rangka pengawasan cekram optk ist setiap perusahaan industri
cakram optik wajib mendaflarkan kode produksi yang berupa Sowrce
Identification Code (SID) yang telah diakui/diakreditasi secara internasional
kepada Dirjen Industnt Agro Kimia unfuk legalitas pengpunaannys di Indonesia.
Pengawasan terhadap dokumen cakram optik tersebut dapat dilakukan sewaktu-
wakty {anpa pemberitahuan sebelumnya dan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga)
bulan sekali yang pengawasan itu meliputi:

a. lzip usahy industri, Hsensl dan tanda hulus sensor, serta kode produkst;

&

Penggunaan mesin dan peralatan cakram optik;
¢. Pembelian, penggunaan dan persediaan bahan baky;
d. Kegatan produlsifpenjualan cakram optik;
& Persediaan barang jadi cakram optik;
f Kegiatan ekspor dan impor cakram optik isi dan atau kosong;
g. Pelaporan periodik perusahaan industri cakram optik setiap 3 (tiga) bulan.
Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim monitering vang keanggotaannye terdiri
dari instansi terkait vang ditetapkan oleh Direkiorat Jenderal Indusini Agro dan
Kimia, Departemen Perindustrian.

Terhadap ketentuan pelanggaran yang dimuat dalam Kepmen tersebunt
dikenakan sanksi yang berupa sanksi adminisiratif dan sanksi pidana. Sanksi
administratif diberikan atas pelanggaran terhadap perusahaan indusid cakram
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optik vang tidak melakukan pendaftaran/registrasi, pendaftaran peralihan, dan
melakukan laporan secara berkala untuk kepentingan pengawasan yvang berupa
pembekuan atau pencabutan izin usaha dan pemberitahuan kepada media massa
mengenai pelanggaran yang dilakukan. Penolakan terhadap pengawasan yang
akan dilalaskan oleh Tim Monitoring akan dikenskan sanks! administratif yang
berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha dan sanksi pidana. Dalam
ketentuan perahhannya memberikan waktu 6 {enam) bulan kepada perusahan
industri cakram optik untuk menyespaikan diri sesuai dengan keputusan tersebut.

Secara teknis keputusan tersehut ditetapkan oleh Dirjen Industri Agro dan Kimia.
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BABY
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1, Hasil Penclitian
5.1,1. Variabel Hasil Koesioner

Berdasarkan kussioner yang telzh disebarkan dengan melibatkan empat
variabel, yai komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi,

diperoleh gambaran sebagai berikut:

5.1.1.1 Variabel Pencapaian Tujuan
Dalam tabef berikut akan diiabarkan implementast PP Nomor 29 Tabun
2004 tentang Cakram Optik vang selams ini telah berlangsung. Kepada para

responden diberikan 10 (sepuluk) pernyataan, masing-masing sebagai berikut:

Tabel &.1.
Indikator Peredaran Cakeam Optik Hegal
Pendapat Frequency | Percent Valid Cunnelative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju 5 109 10,9 10,9
Tidak Setuju 370 804 80,4 91,3
Ragu-ragu z - " -
Setuju 4 87 &7 100,0
Sangal Setuju ¥ - - .
Total 461 1000 100,0

Rata-rata 2.06

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, diketahul bahwa sebanyak 37 responden
(80,4%) menjawab tidak setuju ketiks ditanyakan tentang peredaran cakram optik
ilegal yang semakin berkurang dart tahun ke tahun, hanya 5 responden {10,9%)
yang menjawab sangat tidak setuju dan 4 responden (8,7%) vang berpendapat
setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 2,06 termasuk dalam kriteria
kurang.

34
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Sulit umuk diketahui data tentang peredaran cakram optik ilegal sebelum
ditetapkannya PP Nomor 29 Tabun 2004 tentang Cakeam Optik ini, namun hila
diamati ¢i lapangan, produk cakram optik ilegal masih mudahnya ditemukan

“dijual bebas dan banyak peminatnya.

Tabel 8,2,
Indikator Harga Jual Cakram Optik Hegal
Pendapat Fregquency | Percent Valid Cumulative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju . - i -
Tidak Setuju 5 10,9 10.9 10,9
Ragu-ragu . i . B,
Setuju 21 45,7 45,7 56,5
Sangat Setuju 20 43,5 435 100,0
Total 46 100,80 160,0

Rata-rata 421

Sumber: Hasil Penelitian {diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.2, diketahul bahwa scbanyak 21 responden (45,7%)
raenyatakan setuju bahwa harga jual cakram optik ilegal masih lebih murah
dibandingkan dengan harga jual cakram optik legal, babkan 2¢ responden (43,5%)
berpendapat sangat setuiu. Hanya § responden (10,9%) vang menjawadb ndak
setuju, Bila melihat nilai rata-rata, maka nilai 4,21 termasuk dalam kriteria baik,
artinya, sebagian besar responden sepakat bahwa ada ketimpangan hargae jual
antara cakram optik ilegal dan legal di pasaran.

Perbedaan harga jual cakram optik ilegal dengan legal memang sangat
jauh. Produk cakram optik ilegal dijual dengan kisaran harga Rp £6.000,- per
keping, bandingkan dengan produk cakram optik legal yang dijual dengan kisaran
harga Rp 15.900 hingga pulohan ribu per keping.
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Tabel £.3.
Indikator Biaya Produksi Cakram Optik
Pendapat Frequency | Percent Vedid Curmlative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju . - , -
Tidak Setuju 18 39,1 39,1 39,1
Ragu-ragu 13 28,3 28,3 67,4
Setuju 10 21,7 21,7 89,1
Sangat Setuju 5 10,9 10,9 1000
Total 461 1000 100,0

Rata-rain 3,04

Samber: Hasil Penelitian {diolah aleh penelit)

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, diketabui bahwa sebanyak 18 responden
{39 1%} menjawab tidak setuju dengan pernyataan biaya produksi cakram optik
semakin menurun (murah), 13 responden {283%) menjawab ragu-ragn, 10
responden (21,7%) menyatakan setuju dan hanya 5 responden {10,9%) yang
menyatakan sangat setuju. Dilihat dan nilal rate-rata, maka nilai 3,04 termasuk
dalam kriteria cukup, artinya, sebagian besar responden barpendapat bahwa biaya
produksi cakram optik masih tinggi.

Produksi cakram opbik memang masth menjadi produksi berbiava tinggt,
ini karena bahan baku cakram opuk vaitu pofycarbomate vang masih harus
diimpor dari luar negeri. Begitu pula mesin dan peralatan cakram opiik vang juga
diimipor. Produkst berbiaya tingel ini berimobas pada masth mahalnva harga jual
cakram optik isi yang legal,
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Tabel £.4
Indikator Razia Peredaran Cakram Optik llegal
Pendapat Frequency | Pereent Valid Crumulative
Percert Percent
Sangat Tidak Setuju - . - -
Tidak Setuju 197 413 41,3 41,3
Ragu-ragu ¢ 21,7 21,7 63,0
Setuju gl 174 17,4 80,4
Sangat Setuju 9 19,6 19,6 100,0
Total 45| 100,0 100,0
Rata-rata - 3,15

Sumber; Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Sebanyak 19 responden (41,3%4) menyatakan tidak setuju bahwa razia
peredaran cakram optik ilegal sering dilakukan oleh aparat penegak hukum, 10
responden (21, 7%) menjawab ragu-ragy, banya 9 responden {19,6%) menyatakan
sangat setuju dan 8 responden (17,4%) menyatakan setuju, Bila dilihat dan nilai
rata-rata, maka nilai 3,15 termasuk dalam kriteria cukup, artinya sebagian besar
responden melihat bahwa razia peredaran cakram optik ilegal tidak sering
dilakukun oleh aparat peregak hukum.

Konsigtensi aparat penegak hukum dalam melakukan razia perlu dijaga,
karena dengan makin seringnya razia dilalukan, maka para produsen, pedagang
dan pembelt produk cakram optik ilegal merasa tidak nyaman Hasi razia
sebaiknya dilanjutkan ke proses selanjutnya dengan memberi sanksi hukuman

kurungan dan denda sehingga ada efek jera bagi mereka.
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Tabel 8.5
Indikator Pengawasan ¥mpor Mesin Pengganda

dan Pelycarbonate Sudah Optimal

Pendapat | Freguency | Percent Valid Cumulative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju A 8.7 87 8,7
Tidak Setuju >3 478 47,8 56,%
Ragu-ragu 15 32,6 32,6 89,1
Setuju 5 10,9 10,9 1000
Sangat Setuju . . . -
Total 48 1600 160.0

Rata-rata 2,45

Sumber: Hasil Penelitian (diclah oleh peneliti)

Ketika ditanyskan kepada responden tentang pengawasan impor mesin
penggandalreplika dan bahan baku cakram optik (poiycarbonaie) sudal optimal,
22 responden (47,8%) menvatakan tidak setuju, 15 responden menjawab ragu-
ragu, 4 responden menyatakan sangat tidak setuiu dan hanya § responden yang
menyatakan seqsju. Bila dilihat dard nilai rata-rata, maka nilai 2,45 termasuk
dalam kriteria kurang, artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa
pengawasan fmpor mesin pengganda‘replika dan bahan baku cakram optik
{(polycarbeonate) masih kurang optimal.

Departemen Perindusirian R telah secars berkala melakukan pengawasan
atas rmpor mesin pengganda/replika dan bahan baku cakram optik, di antaranya
dengan membuat ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh perusahaan industr
cakram optik yang ada di Indonesia. Selain itu mereka juga melakukan
pengawasan industri cakram optik isi dengan memberikan rekomendasi impor
cakram optik isi secara lebih selektif
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Indikator Kesadaran Perusahaas Cakram Optik uniuk

Mendaftarkan Kode Produksinya

Pendapat Frequency | Percent Yalid Cumulative
| Perceni Percent

Sangat Tidak Setuju - . - -
Tidak Setuju 5 10,9 10,9 10,9
Ragu-ragy 9 19,6 19,6 304
Setuju 271 587 58,7 89,1
Sangat Setuju S 10,9 10,9 100,0
Total 46 | 100,0 100,0

Rata-rata 3,69

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti}

Berdasarkan tabel 5.6, diketahui bahwa 27 responden {38,7%) menyatekan

setuju  telah banyak perusahaan cakrem optik yang mendafiatkan kode

produksinya ke Departemen Perindusirian Rl, hanya 9 responden {19,6%) yang

menjawab ragu-ragu, dan masing-masing sebanyak 5 responden (10,9%)

menyatakan tidak setuju dan sangat setuju. Bila melihat nilai rata-rata, maka nilai

3,69 termasuk dalam kritena culup,

Kesadaran perusshaan industri cakram opfik ilegal untuk mendaftarkan

kode produksinya sebagal bagian dari kewsjiban yang harus dilakukan

schagaimana yang sudah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2004 fentang Cakram

Optik.
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Tabel 3.7
indikator Pengawasan Pernsahaan Industri Cakram Optik Secara Berkala
Pendapat Freguency | Percent Valid Cunulalive
Fercent Percent
Sangat Tidak Setuju 5 10,9 10,9 10,9
Tidak Setuju 4 3,7 8,7 196
Ragu-ragu - - - -
Setuiu 23 50,0 50,0 69,6
Sangat Setuju 14 30,4 30,4 160,0
Total 46 100,0 10,0
Rata-rata 3,86

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh penehti)

Sebanyak 23 responden (50%) menyatakan setuju demgan pernyaiaan
pengawasan kegiatan perusahaan industri cakram optik dilakukan secara berkala,
14 responden (30,4%) bahkan menyatakan sangat setuju, sedangkan 5 responden
{10,9%) meniawab sangat fidak sctuju dan 4 responden {(8,7) menjawab tidak
setuju,

Sesuai dengan ketentuan vang ada, Deparfemen Perindustnan RI telah
melakukan pengawasan terhadap perusahaan indugtri cakram optik yang ada di
sefuruh wilayah Indonesia, pengawasan tersebut mulai dan  pengawasan
administratif hingga melakukan kunjungan ke lapangan. Pengawasan ini periu
dilaksangkan guna menjaga konsistensi dan ketastan perusabaan cakram optik

dalam berproduksi.
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Tabel 5.8
Indikator PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik
sebagai Upaya Pemerintah Menarik Investor

Pendapat Frequency | Percent Vadid Cumulative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju - . . -
Tidak Setuju 9 196 19,6 19,6
Ragu-ragu 5 10,9 10,9 304
Setuju 271 387 58,7 89,1
Sangat Setufu 5 10,9 10,9 100,0
Total 46| 1000 100,0

Rata-rata 3,60

Sumber: Hasil Penclitian {diolah oich peneliti)

Dsilihat dari tabel 5.8 maka dapat diketahui bhabwa sebagian besar
respenden yaitu 27 respouden (58,7%) menyatakan setuju bahwa adanya PP
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik wmerupskan upays pemerintah
menarik investor untuk mengnamkan modalnya di Indonesis, masing-masing 5
responden (10,9%) menyatekan sangat setuju dan ragu-ragn dan hanya ©
responden (19,6%) menjawab tidak setupu. Jika dilihet dan nilai rats-rata, maka
nilai 3,60 termasuk dalam kriteria culup, artinya, sebagian begar responden
berpendapat bahwa adanya PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Cakram Optik
merupakan upaya pemerintgh untuk menarik penanam modal,

PP Nomor 29 Tahun 2604 tentang Cakeam Optik ini memang sebagas
bagian dari pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta. Peraturan
ini juga sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesta dalam mengamankan
iklim investasi dalam negeri sehingga dengan adanya ketentuan ini diharapkan
para investor merasa aman untuk menanamkan modalnya di dalam negeri karena

adanya peraturan yang jelas.
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Tabel 5.9
Indikator PP Neomor 29 Tahun 2004 Dapat Mencegah Peredaran
Cakram Optik Yegal
Pendapat Frequency | Percent Falid Cumutlative
Percent Percent

Sangat Tidak Setup " - - -
Tidak Setuju - . - -
Ragu-ragu 9 19,6 19,6 19,6
Setuju 23 50,0 50,0 69,6
Sangat Seruju 14 3504 30,4 100,0
Total 461 1000 100,0
Rata-rata 4,10

Sumber: Hasil Penelitian {diolah oleh peneliti}

Tahel 3.9 menunjukkan bahwa 23 responden (50%) setuju babwa
implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat mencegah
peredaran cakram optik flegal, 14 responden (30.4%) bahkan sangat setuju dan
hanya 9 responden (19,6%) yang ragu-ragu. Jika dilibat dari nilat rata-rata, maka
nilai 4,10 termasuk kriteria baik, artinya, banyak responden yang berpendapat
bahwa implementasi PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat
mencepah peredaran cakram optik ilegal

Ketentuan-ketentuan yang tertera dalam PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Cakram QOpiik memang mengatur produksi cakram optik, dalam hal ini ketentuan
fisik cakram optik dimana adanya kewsajiban mencantumkan kode produksi di
setiap keping cakram optik, dan semua mesin serta bahan baku juga diawas! dan
didaftarkan, Secara berkala, perusahaan cakram optik memberikan laporan

produksinya.
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Indikator PP Nomaor 29 Tahun 2004 tentang Cokram Optik
Dapat Mencegah Persaingan Tidak Sehat

Pendapat | Frequency | Percent Valid Crmmletive
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju . - - .
Tidak Setuju 10 21,7 21,7 21,7
Ragu-ragu 5 10,9 10.9 32,6
Setuju 27 58,7 58,7 91,3
Sangat Setuju 4 8,7 8.7 100,0
Total 46| 100,08 100,0

Rata-rata 3,34

Surber: Hasi! Penelitizn {diolah cleh peneliti)

Dilihat dart tabel 5.10 diketahui baehwa sebanyak 27 responden (58,7%)
menyatakan setuin bahwa implementasi PP Nomor 29 tahun 2004 tertang Cakram

Optik dapat mencegah persaingan tidak sehat, 10 responden (21,7% menyatakan

sebaliknya ata tidak setuju, 3 responden {10,%%) menjawsh ragu-ragu dan hanya

4 regponden {8,7%) yang menjawab sangat setuju. Fika melihat dari nilal rata-rata,

maka nilai 3,54 termausk kriteria cukup,

Ketenfuan-ketentuan yang ade dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Cakram Optik vang mengatur produksi cakeam optik dan kewajiban perusahaan

cakram optik divakini sebagian besar responden dapat mencegah persaingan tidak

sehat. Sehingpa tidak ada lagi perbedaan harga jual cakram opiik ilegal dan legal

yang terfalu besar.
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&.1.1.2 Variabel Komunikasi

Tabel 5.11
Pengetahuan Pelaksana tentang P¥ Nomor 29 Tahuan 2004
Pendapat Freguency | Percent Vaitid Cumulative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju 5 10,9 10,9 10,9
Tidak Setuju ol 196 19,6 30,4
Ragu-ragu 10 21,7 217 52,2
Setuju 17 37,0 37,0 89,1
Sangat Setuju § 10,9 10,9 100,0
Total 46! 100,0 100,0

Ratg-rata 3,17

Sumber: Hasil Penslitian (diofah olch peneliti}

Dilihat dar tabel di atas, ketika kepada para responden diberkan
pernyataan bahwa sclurah pelaksana sudab mengetahui PP Nomor 29 Tahan 2004
tentang Cakram Optik, sebanyak 5 responden atau setara dengan 10.9%
menyatasan sangat tidak setuju, responden vang menyatekan sangat setuju juga
mencapai jumiah vang sama yaitu sebanyak 3 responden, sebagian besar
responden yaitu 17 orang {37%) menyatakan setujn, sedangkan 10 responden
{21,7%; bersikap ragu-ragu dan sisanya vaitu 2 responden (19,6%} berpendapat
tidak setuiu. Bila dilihat rata-rata vang dipercleh atas pernyataan ini yaitu 3,17
maka berkriteria cukup baik,

Sebagian besar responden berpendapat bahwa pelaksana PP Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cakram Opttk ini sudah mengetahul keteniuan-ketentuan

vang ada di dalamnya, Ini berarti transmisi informasi sudah berialan dengan baik,
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Tabel 5,12
Maksud dan Tujuan PP Nomor 29 Tahun 2004
Pendapat Frequency | Percent Valid Crmmlative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju 5 10,9 10,9 10,9
Tidak Setuju 24 52,2 52,2 63,0
Ragu-ragu 9 19,6 19,6 82,6
Setuju 8 17,4 17,4 00,0
Sangat Setuju g . . -
Total 46| 1000 100,0

Rata-raty 2.43

Sumber: Hasil Penelitian (diclah oleh penelit)

Ketika diberikan pernystaan testang pemahaman pelaksana atas maksud
dan tujuan PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, sebanysk 24

responden (572,2%;} berpendapst tidak setuju, 9 responden (19,6%;) berpendapat

ragu-ragu, 8 responden {17,4%) menyatakan setuju dan sebanyak 5 rsponden

(10,9 merase sangat tidak setujn. Apabila dilibat dari nilai rata-rata, maka nilai

rata-rata 2,43 berada pada kntenia kurang batk

Namun ketika lebih lanjut ditanyakan tentang maksud daa tujuan PP
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Caloram Opiile, sebagian besar responden

berpendapat balwa para pelaksana belum memahami sepenubnya maksud dan

tujuan dilaksanakannya peraturan ini.
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Tabel 5,13
Pemahaman tentang Mekanisme Pelaksanaan PP Nomor 29 Tabun 2604
Pendapat Frequency | Percemt Valid Cumulative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuin . - . -
Tidak Setuju 241 522 52,2 52,2
Ragu-ragu 9 19,6 19,6 71,7
Setuju 13 28,3 28,3 100,0
Sangat Setuju a . R .
Tota 46| 1000 160,0

Rata-rata 2,76

Sumber: Hasil Penelitian (diclah cleh peneliti}

Berdasarkan tabel 35.13 tergebut, sebanyak 24 responden (52,2%)
menyatakan tidak setuju bahwa mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun
2004 sudah dipabami dengan jelas, 13 responden (28,3%) menyatakan semuju dan
9 regponden (19,6%) menyatakan rapu-ragn. Apsbila dilibat dasi nilai rata-rata
maka 2,76 mengindikasikan bahwa pemahaman Tim Monitoring Pengawasan
Perusabaan Industri Cakram Optik tenfang mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29
Tahun 2009 masth kurang bak,

Komunikasi juga kurang berjalan dengan baik dalam hal kejelasan
mengenai mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Cakram
Optik. Peraturan ind, berdasarkan data yang diperoleh dari para responden, masih
kurang optimal disosialisasikan.
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Indikator Pelaksana Selalu Berkonsultasi Saat Menghadapi Kesulitan dalam
Melaksanakan PP Nomor 29 Tahan 2004

Pendapat Frequency | Percent Vatid Cumulative
FPercent Percent

Sangat Tidak Setoju - . . -
Tidzk Setuju 4 g7 8,7 8.7
Ragu-ragu 20 435 43,5 522
Setuju 22 47,8 47,8 100,0
Sangat Setuju - . - “
Total 46| 1000 100,0

Rata-rata 3,39

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oich penelitl)

Berdasarkan tabel 3.14, 22 responden {47,8%) menyatakan setuju bahwa
pelaksana selalu berkonsultasi dengan Direklorat Jenderal Industni Agro dan
Kimiag, Departemen Perindustrian ketika menghadapi kesulitan  dalam
melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, 20 responden
{43,5%) menyatakan ragu-ragu dan hanya 4 responden (87%) menyatakanan
tidak setuju, Dengan nilat rata-rata 3,39, maka indikator ini berada pada kriteria
cukup baik,

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PP Nomor
29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, Departemen Perindustrian RI, khususnya
Direktorat Jenderal TIndustri Agro dan Kimia secars berkala mengadakan

pertemuan dengan Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik,
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Tabel 5,15
Konsistensi Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004
Pendapat Frequency | Percent Vaiid Crumulotive
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju - - - -
Tidak Setuju 1l 304 30,4 30,4
Ragu-ragu 19 41,3 41,3 71,7
Setuju 13 283 28,3 100,0
Sangat Setaju 3 - - -
Totai 46 1000 100,0

Rata-rata 2,97

Sumber: Hasil Penelitian (diciah oleh penelit}

Ketike para responden diberikan pemyataan fentang konsistensi
pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 maka 19 responden (41,3%6) menyatakan
ragu-ragy, 14 responden {(30,4%) menyatakan tidak setuju dan sebanyak 13

responden (28,3%:) menyatakan setuju. Bila dilibat dari nilai rata-rata, maka nilai
2,97 berada pada kriteriz krang baik,

Kongsistensi implementasi kebijakan PP Nomeor 29 Tahun 2004 tentang

Cakram Optik masih banyak diragukan oleh sebagian besar respomden. Sanksi

administrasi juga secsra konsisten harus ditegakkan begitu pula dengan sanksi

nonadministratif seperti denda dar hukuman penjara vatuk pelanggaran UU Hak

Cipta.
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5.1.1.3 VYariabel Sumber Daya

Fabel 3,16
Jumlah Tim Moniforing Perosahaan Industri Cakram Optik
Pendapat Frequency | Percent Vatid Cumulaiive
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju - . - "
Tudak Setupn 19 41,3 41,3 41,3
Ragu-ragu o - . -
Setuju 22 473 47,8 89,1
Sangat Setuju 5 10,9 10,9 1000
Total 461 1000 100.0

Rata-rata 328

Sumber; Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 516, ternyata menurut 22 responden, menfah anggota

fim menitoring pemisahaan industi cakram optik telah memadai, 5 responden

bahkan merasa jumlah anggota Tim Mondtoring sudah sangat memadai dan

sehanyak 19 responden menyatakan kurang memadal. Apabila dilihat dari nilai

rata-rata, maka silai 3,28 berada pada kriteria cukup baik.
Jumlah anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik

menurut sebagian besar responden sudsh memadal. Sebanyak 16 pejabat dari 6

{enam) instansi pemerintah menjadi anggotz tim untuk melakukan pengawasan

terhadap 30 perusahaan industri cakram optik.
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Tabel 5.17.
Pemahawan Anggota Tim Monitoring tentang PP Nomor 29 Takan 2004
Pendapat Freguency | Percent Valid Cumulative
Percent Percent

Sangat Tidak Setujn - - - -
Tidak Sefuju 15 32,6 32.6 32,6
Ragu-ragu 14 30,4 30,4 63,0
Setuju 17 37,0 37,0 100,0
Sangat Setuin e - . -
Total 46| 100,0 100,0

Rata-rata 3,08

Sumber: Hasil Penelitian {diofah oleh penelits)

Ketika kepada responden diberikan pernyataan pemahaman anggota Tim
Monitoring Perusahaan Industsi Cakram Optik, hanya 17 responden {37%)
menyatakan setuju, 14 responden (30,4%) menyatakan ragu-ragu dan 15
responden (32,6%) menyatakan tidak setuju. Jika dilihat dari pilai rata-rata, maka
nilai 3,08 berada pada kniteria cukup baik,

Sebagian besar responden meyakini bahwa pemahaman anggota Tim
Monitoring Perusahaan Industd Cakram Optik mengenal PP Nomor 29 Tahun
2004 tentang Cakram Optik sudah memadal.
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Tabel 5.18
Kualifikasi Tim Monitoring dalam Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004
Pendapat {‘regquency | Percent Valid Cumulative
Percent Percant
Sangat Tidak Setiyu - - - .
Tidak Setuju t5 32.6 32,6 32,6
Ragu-ragu 4 8,7 8,7 41,3
Setujus 27| 587 58,7 100,0
Sanpat Setuju e - . -
Tatal 46 1000 1000
Ratg-rata 376

Sumber: Hasil Penelitian {diolah oleh peneliti)

Dilihat dari tabel 5.18, termyata ketika diberikan pernyatazn bahwa Tim
Monitoring  Pengawasan Perusahaan Indusii Cakram Optik telah memiliki
kuvalifikasi vang diperlukan dalam melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004
tentang Cakram Optik, 15 responden (32,6%6) menyatakan tidak setuju, mayoritas
responden sebanyak 27 (538,7%) menyatakan sctuju dan sisanya scbanysk 4
responden bersikap ragu-ragu. Apabila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilal 3,26
berada pada kriteria cukup baik.

Kuglifikasi Tim Monitoring vang terdiri dar para pejabat dari instansi
yang terkait dengan pelaksanaan PP Nomer 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik
diyakini sebagian besar responden sudah memadai,
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Tabel 5.19
Pengetahuan Anggota Tim Menitoring tentang PP Nomor 29 Taban 2004
Pendapat Frequency | Percent Valid Cumulative
Parpent Percent

Sangat Tidak Setuju . - . -
Tidak Setuju 0] 217 217 21,7
Ragu-ragn 14 30,4 30,4 52,2
Setuju 22 478 47,8 100,09
Sangat Setuju 2 . - -
Total 461 1000 100,0

Rata-rata 3,26

Sumber, Hasil Penelitian {diclah oleh peneliti)

Dilihat den tabel 5.19, ternyata sebanyak 22 responden (47,8%)

menyatakan setuju bahwa anggota Tim Monitoring Perusabaan Industei Cakram

Optik tefah memiliki pengetabuan vang cukup tentang PP Nomor 29 Tabun 2004

Sebanyak 14 responden (30,4%) bersikap ragu-ragu dan 10 responden (21,7%)

menyatakan tidak setuju. Bila dilihat dari nifai rata-rata, maka nilat 3,26 berada
pada kriteria cukup baik,
Sebagian besar responden berpendapat bahwa pengetahuan anggota Tim

Monitoring Perusahaan Industei Cakram Optik sudab cukup memadal.

Tabel 5,20
Dans untuk Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik
Pendapat Freguency | Percent Vaiid Cumulative
Hercent Percent
Sangat Tidak Setuju - - . -
Tidak Setuju . " . -
Ragu-ragu 4 87 8,7 3.7
Setuju 22 47,3 478 56,5
Sangat Setuju 200 435 435 1000
Total 46 166,06 1G0,6
Rata-rata 4,34

i

Sumber: Hasil Penelitian {(diolak oleh peneliti)
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Berdasarkan tabel 520, sebanvak 22 responden (47,8%) menvatakan
sefuin bahwa pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 dibutubkan sumber dana
yang memadai, 20 responden (43,5%) bahkan menyatakan sangat setuju dan
sebanyak 4 responden menyatakan ragu-ragu. Dilthat dari nilai rata-rata, maka
4 34 berada pada kriteria baik.

Dana memang sangat diperivkan dalas pelaksanaan suate kebijakan,
dalam hal it implementasi PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cuakram Optik.
Sebagtan besar responden berpendapat perlunya sumber dana yang memadal

uniuk pelaksanaan peraturan i

Tabel 5.21
Wewenang Tim Monitoring Ferusahaan Indusiri Cakram Optik
Pendapat Frequency | Pereent Valid Cummlative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuiu N £ - .
Tidak Setufu 15 32,6 32,6 32,6
Ragu-ragu I8 39,1 39,1 71,7
Setuju 8 17,4 17,4 9,1
Sangat Semju 5 10,9 10,9 100,0
Total 461 1000 100,0
Rata-rata 3,06

Sumber: Hasii Penelinan (diolah oleh peneliti)

Tabel 3.21 menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden (39,1%)
menyatakan ragu-ragu baliwa Tim Monitoning Perusahaan Industa Cakram Optik
telah mempunyai cukup wewenang, 15 responden (32,6%) menyatakan tidak
wetujy, 8 responden (17,4%) menyatakan setuju dan hanya § responden (10,9%)
menyatakan sangat setujn, Bila dilihat dari nilal rata-rata, maka nilai 3,06 berada
pada kriteria cukup baik.

Mavoritas responden meragukan wewenang yang dimilikt oleh Tim

Monitoring Perusahaan Industi Calram Optik. Mereka berpendapat, Tim
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Monitoring belum mempunyai wewenang yang cukup daiam melaksanakan PP

Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik.

Tabel 8.22
Pemberian Sanksi dalam PP Nomor 29 Tahan 2004
Pendapat Frequercy | Percent Valid Cumndative
Perpent Fervent

Sangat Tidak Setuju . . - -
Tidak Setuju g n71 21,7
Ragu-ragu g 196 19,6 41,3
Setuju 22 47,8 47,8 89,1
Sangat Setuju 5 10,9 10,9 100,0
Total 461 1000 100,0

Rata-rata 3,47

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti}

Berdasarkan 1abel 522, 22 responden {47,8%) menyatakan setuju bahwa
pemberian gankgt dalam PP Nomor 2009 tabun 2004 merupakan langkah yang
efektif dalam meningkatken pelaksanaan PP tersebut. Sebamyak % responden

(19,6%) menjawab ragu-ragu, 10 responden (21,756} menjawab tidak setuju dan

hanya 5 responden (10,9%) menjawab sangat setuju. Bila dilihat dari nilai rata-

rata, maka nilat 3,47 berada pada kotena cukup baik.

Sanksi masih divakini sebagian besar responden sebagai alat konirol dan

pengawasan vang tepat agar terjadi ketertiban dan ketaatazasan perusabasn
cakram optik terhadap PP Nomor 2 Tabun 2004 tentang Cakram Optik.
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Tabel 8,23
Sarana dao Prasarana dalam Pelaksanaan PP Momor 29 tahan 2004
Pendapat Frequency | Percent Valid Cumulative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju - - " -
Tidak Setuju 18] 391 39,1 39,1
Ragu-ragu 15 32,6 32,6 71,7
Setuju 13 28,3 283 100,0
Sangat Setuju 2 . - -
Total 46| 1000 100,0

Rata-rata 2,89

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti}

Dilihat dari tabel 5.23, ternyata schanyak 18 responden {39,1%:) menjawab

fidak setuju bahwa Tim Monitoring Pengawasan Peruszhaan Industrt Cakram

Optik telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, 15 responden (32,6%)

menjawab rago-ragu, dan 13 responden {28,3%) menyatakan setuju. Jika dilihat

dari nilzl rata-rata, maka nilai 2,39 berada pada kritenia kurang baik.

Sebagian besar responden berpendapat bahwa dalam melaksanakan PP

Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik ini, para pelaksana, dalam hal ini,

Tim Monttoring Perusahaan industri Cakram Optik belum didukung dengan

sarana dan prasarana yang memadai,
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Tabel 5,24
Dukungan Kelengkapan Data Mengenai Perusahaan Cakram Optik
Pendapat Irequengy | Percent Valid Cumedative
FPercent Percent

Sangat Tidak Sefuju . . " ,
Tidak Setuju 4 3.7 8,7 8,7
Ragu-ragu . . - -
Setuju i3 28,3 28.3 37,0
Sangat Setuju 20 63,0 63,0 100,0
Total 46| 1000 100,0 N
Rata-rata 4 45

Sumber: Hasil Penefitian {diclah oleh peneliti)

Ketika kepada para responden diberikan pemyataan mengenal dukungan
kelengkapan data dalam pelaksanaan PP Nomor 29 Tshun 2004, sebanysk 20
responden (63%) menyatakan sangat setuju, 13 responden menjawab setuju dan
hanya 4 responden {8,7%} vang fidak setuju. Jika dilthat dast nilai rata-rata, waka
nilal 4,45 berada pada kriteria baik.

Mayoritas responden berpendapat bahwa dukungan kelengkapan data
mengenal perusahaan cakram optik sangat membantu keberhasilan pelaksanaan
PP Nomor 2% Tshun 2004 tentang Cakram Optik. Date ini memjadi acuan
peleksanaan pengawasan perusahaan industri cakram optik vang secara berkaia
dilakukan oleh Tim Monitoring,
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Tabel 5,25
Ketaatan atas Ketentuan yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004
Pendapat Frequency | Percent Valid Cumulative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju " . - -
Tidak Setuju - - . .
Ragu-ragu g 19,6 19.6 19.6
Setuju 371 804 80,4 100,0
Sangat Setuju - . . -
Total 46| 1000 160,0
Ratg-rata 3,80

Sumber: Hasil Penelitian {diolah olch peneliti)

Dilihat dari tabel 5.25 di atas, sebanyak 37 responden (80,4%} menyatakan
setuju bahwa tim monitoring selaly menaati kstentuan yang ada dalam PP Nomor
29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dan hanya 9 responden {19,6%) vang

menjawab ragu-ragu. Jiks dilihat dan nilai rata-rata, maka nilai 3,80 ada pada

kriteria cukup batk.
Tabel 5.26
Ketepatan Waktu untuk Mengivimkan Laporan
Pendapat Froguency | Percent Valid Cupnulative
Percent Fercent

Sangat Tidak Setuju = i - .
Tidak Setuju 18 39,1 39,1 391
Ragu-ragu 10 21,7 21,7 60,9
Setuju 18 391 39,1 100,60
Sangat Setyju - . . -
Total 46| 1008 100,0

Rata-rata 3,00

Sumber: Hasil Penelitian {diolah cleh peneliti)
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Dilthat dari tabel 5.26 di atzs, 18 responden {(39,1%) menyatakan setuju
bahwa Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik selaly
mengirimkan laporan {epal waktu sezuat dengan jadwal yang telah ditetapkan, tapi
18 responden lunnya (39,1%) menyatakan tidak setuju dan sebesar 10 responden
(21,7%) menjawab ragu-ragu. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,00
termasuk dalam kriteria culap baik.

Pendapat responden terpecah meniadi dos ketika ditanvakan tentang
ketepatan waktu dalam mengirimkan laporan. Banyak yang menyetujui bahwa
ketepatan wakiu dalam penginiman laporan, namun juinlah responden yang sama
juga meragukan hal itu. Ketepatan waktu pengiriman laporan menjadi salah satu
indikator konsistens: pelaksana dalam menaati PP Nomor 29 Tabuun 2004 tentang
Cakram Optik.

Tabel 5.27
Pengetabuan Tim Monitoring atas Wewenangnya
Pendapat Freguency | Perceni Vedid Cumulative
Percent Percent

Sangat Tidak Sefuju h - " .
Tidak Setuju 1 | - .
Ragu-ragu 14 30 4 30,4 30,4
Setuju 32 69,6 69,6 100,0
Sangat Setufu x M = -
Total 461 1000 100.0

Rata~rata 3,69

Sumber; Hasil Penelitian (diclah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 3.27, dapat diketabui bahwa sebanyak 32 responden
{69,6%) menyatakan setuju bahwa Tim Monitoring Perusahazn Industri Cakram
Optik mengetahut wewenangnys, sehaliknya sebanyak 14 responden (30,4%)
menjawab ragu-ragu. Apabila ditihat dari nilat rata-rata, maka nilai 3,69 termasuk
dalam kriteria cukup baik,
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Sebagian besar responden berpendapat bahwa Tim Monitoring Perusahaan

Industri Cakram Optik telah imengetabui apa yang menjadi wewenangnya dalam
melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 teatang Cakram Optik.

Tabel 5,28
Indikator Kesadaran dan Tanggung Jawab Pelaksama
Pendapat Frequency | Percent Valid Cranvilative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju . - - -
Tidsk Setuju 4 8,7 8.7 8,7
Ragu-ragu 9 19,6 19.6 28,3
Setuju 33 71,7 71,7 100,0
Sanpat Setuju e - - -
Totat 467 1000 100,0

Rata-rata 3,63

Sumber: Hasil Penelitian (diolah clch peneliti)

Dilihat dari tabel 5.28, sebanyak 33 responden (71,7%) menyatakan seiuju

bahwa Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik  melaksanakan

ugasnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawsb, schaliknya sebanyak 4

responden (8,7%3 menyatakan tidak setuju dan ¢ responden (19,6%) menjawaly

ragu-ragu. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nifai 3,63 termasuk dalam kriteria

cukup batk.

Kesadaran dan tangeung jawab pelaksana diyakini oleh scbagian besar

responden sudah dimiliki.
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Tabel 5.29

60

Indikator Perbatian dan Dukungan daxi Pimpinan

Pendapat Frequency | Percent Valid Crumuldative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju " . - .
Tidak Setuju a 8.7 8.7 8,7
Ragu-tagu 5 10.% 10,9 19,6
Setuju 37 80,4 80,4 100,0
Sangai Setuju g , . .
Total 46 100,60 100,0

Rata-rata 3,71

Sumber: Hasil Penelitian {diclah oleh peneliti)

Berdasarkan tabet 5.29, dapat diketahwi bahwa 37 resporden (30,4%)

menvatakan setju bahwa Tim Monitoning Pengawasan Perusahaan Industri

Cakram Optik mendapat dukungan das perhatian dari pimpinan dalam

mengimpiementasikan PP Nomor 29 Tabhus 2004 tentang Cakram Optik, hanya 4

responden (8,7%) saja vang berpendapat sebaliknya atau tidak setuju, dan 5

responden {18,9%) menjawsb ragu-ragu. Bila ditthat dari nifai rata-rata, maka

nilai 3,71 {ermasuk dalam kriteria cukup baik,

Tahel 5,30
Pengawasan Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik
Pendapat Frequency | Percent Vatid Crmiative
Percent Percent
Sangat Tidak Setuju y 2 - .
Tidak Setup . 5 - .
Ragu-ragu - . - -
Setuju 13 283 28,3 283
Sangat Setuju 1| 717 719 100,0
Total 46| 1000 160,0
Rata-rata 4,71

Sumber: Hasil Penelitian (diolah olsh penehity)
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Dilihat dari tabel 5,30, sebanyak 33 responden (71,7%) menyatakan sangat
setuju dengan perpyataan bahwa pelaksanaan PP Momor 29 Tahun 2004 tentang
Cakram Optik peru dilakukan pengawasan dan sebanyak 13 responden {28,3%)
menjawab setuju. Apabila dilthat darl nilal ratarata, maka nilai 4,71 termasuk
dalam kriteria baik.

Sebagian besar responden sepakat bahwa pelaksanaan PP Nomor 29 tabun

2004 tentang Cakram Optik memang memeriukan pengawasan.

5.1.4.5 Yariabel Strukiur Birokrasi

Tabel 5,31
Indilator Adanya Petanjuk Pelaksanaan atan Prosedur Operasional Standar
Pendapat Frequency | Percent Valid Cumuiative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju . J £ .
Tidak Setuju 4] 304 30,4 30,4
Ragu-ragu 4 8,7 8,7 39.1
Setuju 231 SD0 50,0 89,
Sangat Setuju 5 10,9 10,9 100,0
Total 461 1000 100,0
Rata-rata 2,41

Sumber: Hasil Penelifian (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 5.31 di atas, sebanyak 23 responden {50%) menyatakan
setuju bahwa telgh ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar
dalam pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, sebaliknya
sebanyak 14 responden {30,4%) berpendapat tidak setuju, 5 responden {10,5%)
sangat setuju dan 4 responden (8,7%) menjawab ragn-ragu. Bils dilibat dar nilai
rata-rata, maka nilai 3,41 termasuk dalam kriteria cukup baik.

Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian R
telah menerbitkan buku manual mengenal pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004
tentang Cakram Optik,
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Tabel 5.32

52

Koordinasi Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan

Pendapat requency | Percent Vadid Cumlative

Percent Percent
Sangat Tidak Setupu - - - -
Tidak Setuju 4 8,7 8,7 8,7
Ragu-ragn 3 10,9 10,9 19,6
Setuju 321 696 69,6 89,1
Sangat Setuju % 10,9 10,9 160,0
“Total 46|  100,0 100,0
Rata-vata 3,82

Sumber: Hasil Penelittan {diclah oleh peneliti)

Sebanyak 32 responden {(69,6%) menvatakan setuju bahwa telah ada

koordinasi dalam rangka efisiensi pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 {entang

Cakram Optik, masing-masing 5 responden (10,9%) menyatakan sangat setuju

dan ragu-ragu dan 4 responden {§,7%5) menjawab tidak setuju. Jika dilihat dart

miai rata-rata, maka nilai 3,83 termasuk dalam kriteria onkup baik,

Sebagian besar responden meyakini bahwa koordinasi agar tegjadi efistensi
dalam pelaksanaan PP Nomaor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah

terjalin antara Diepartemen Perindustrian RI dengan instansi pemerintab lainnya

dan perusahaan cakram optik.
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Tabel 5,33
Indikator Stroktnr Birokrasi
Pendapat Frequency | Percert Valid Cumnlative
Percent Percent

Sangat Tidak Sefuju “ . . -
Tidak Setuju 5 10,9 10,9 10,9
Ragu-ragu 8 17,4 17,4 28,3
Setuju 28 50,9 60,9 89,1
Sangat Setuju 5 10,9 10,9 100,0
Total 46| 1000 160,0

Rata-rata 3,82

Sumber: Hasil Penelitian (diclah oleh penelity}

Ketika ditanyakan kepada responden tentang ketepatan struktur birpkrast
yang ada, sebanyak 28 responden (60,9%) menyatakan setuju, masing-masing 5
responden (10,9%) menyatakan sangat setuju dan tidak setuiu, sedangkan 8
responden (17,4%) menjawab ragu-ragu. Apabila dilihat dad pilal rata-rats, maka
nitai 3,82 termasuk dalam kritenia cukup batk,

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP Nomor Z9 tahun 2004 tentang
Cakram Optik mengatur produksi cakram optik yang ada di Indonesia, sehingga
Departemen Perindustriagn R1 sebagai instansi pemenatah yang bertanggung
jawab dalam menangan indusitl yang ada di Indenesia, menjadi pelaksana

peraturan ini,
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Tabel 5.34
Indikator Koordinasi Dalam Rangka Keseragaman
Pendapat Freguency ; Percent Valid Cumulative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju . - - .
Tidak Setuju . - - -
Ragu-ragu - - - -
Setuju 4] 89,1 89,1 89,1
Sangat Setuju 5 10,9 10,9 100,0
Total 46 108,0 104,0

Rata-rata 4,10

Sumnber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti)

Sebanyak 41 responden {(89,1%) menyatakan senju agar koordinasi
dilakukan dalam rangks kescragamaa pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004
tentang Cakram Optik dan hanya 3 responden (10,9%) yang menyatakan sangat
setuju. Dilihat dad nilaf rata-rata, maka nilat 4,10 termasuk dalam kriteria baik.

Koordinas: kembali menjadi kunct keberhasilan pelaksanagn PF Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cakram Opitk in} agar semua yang menjadi ketentuan dalam

peraturan ini dilaksanakan secara konsisten.

Tabel 5.35
Indikator Pembagian Kerja dalam Pelaksanazn PP Nomor 29 Tahun 2004
Pendapat Freguency | Percent Valid Cumulative
Percent Perpent
Sangat Tidak Setuju . - - i
Tidak Setuju g 174 17.4 17.4
Ragu-ragu o 21,7 21,7 39,1
Setuju 281 809 60,9 160,0
Sangat Setuju - - - -
Total 461 100,0 100,0
Rata-rata 3,43

Sumber; Hastl Peneliiian (diclah oleh peneliti)
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Dilihat dart tabel 5.35 di atas, diketahui sebanyak 28 responden (60,9%)
menyatakan setuju bahwe pembagian kerja dalam pelaksanaan PP Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cakram Optik yang selama ini dilakukan telah diketabui
dengan jelas, sebaliknya 8 responden (17,4%) menyatakan tidak setuju dan 10
responden (21,7%) menjawab ragu-ragu. Bile dilihat dari nilai rate-rata, maka

nilai 3,43 termasuk dalam kriteria cukup baik.

‘Tabei 8,38
Indikator Kewenangan Pelaksana PP Nomor 29 Tahua 2004
tentang Cakram Optik agar Tidak Tumpang Tindih

Pendapat Frequency | Percent Valid Cumudaiiive

Percent Percent
Sangat Tidak Setuiu by , - -
Tidak Setuju 4 g7 8.7 8.7
Ragu-ragu 8 17,4 17,4 26,1
Setuju 29 63,0 63,0 89,1
Sangat Setuju 5 10,9 10,9 100,0
't Total 461 1000 100,0
Rata-rata 3,76

Sumber: Hasit Penelitian {diolah oleh peneliti}

Berdasarkan tabel 5.36, sebanyak 29 responden (63%) setuju bahwa
kewenangan pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik tidak
tumpang tindih denpan kewenangan lain, Sedangkan 8 responden {(17,4%)
memnjawab ragu-ragy, § responden (10,9%) sangat setuju dan 4 responden (8,7%)
menyatakan tidak setuju. Dibihat dar nilai raterata, maka nilai 3,76 termasuk
dalam kriterig baik.

Eewenangan pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Qptik
tidak tumpang tindih karena sudah jelas ditetapkan dalam persturan. Sebagian
besar responden berpendapat tidak ada tumpang tindih kewenangan pelaksana.
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Tabel 5.37
Pelaksanaan Wewenang oleh Tim Menitoring Industri Cakram Optik
Pendapat Frequency | Percent Valid Cunmnlative
Percent Percent

Sangat Tidak Setuju . - - "
Tidak Setuju 4 8.7 8,7 8,7
Ragu-ragu 8 17,4 17,4 26,1
Setufu 24 63,0 £3,0 89,1
Sangat Setuju 5 10,9 10,9 100,0
Total 46| 1000 160,0
Rata-rata 3,21

Sumber: Hasil Penelitian {dicizh oleh peneliti}

Terfihat pada tabel 5.37, sebanyak 29 responden (63%) menyatakan setuju

bahwa kewenangan vang diberikan kepada Tim Monitoning Perusahaan industri
Cakram Optik dalam melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 sesuai dengan

tugas yang diamaoatkan, Hanya 4 responden (8,7%) yang tidak setuju, 8

responden {17,4%) yanz menjawab ragu-ragu dan 5 responden {10,9%) yang

menyatakan sangat setuju. Jika dilthat dard nilai rata-rata, meka nailai 3,2]

termasvk dalam kriteria cukup baik.

Sebagian besar responden menyepakat! bahwa kewenangan vang dibenkan

kepada Tim Monitoring Perusahiaan Industni Cakram Optik dalam melaksanakan

PP Nomor 29 Tahun 2004 sesuai dengan tugas yang dismanatkan.
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81.2 Nilai Rata-rata Total Berdasarkan Masing-masing Variabel

5.1.2.1 Variabel Pencapaian Tujuan

Tabel 5.38
Yariabel Pencapaian Tujuan
Pernyataan Nilai Rata~rata

] 2,06

2 4,21

3 3,64

4 3,18

3 2,45

6 3,69

7 3,30

8 3,60

g 4.10

10 3,54
Totat 33,64
Nila: Rata-rata Total 3,318

Sumber: Hagil Penelitian {dicleh oleh penelite)

Berdasarkan tabel 528 diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata total
untuk variabel pencapatan tujuan implementasi adalah 3,36, I mengindikasikan
bahwa pencapaian tujuan dari pelaksanzan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Cakram Optik berada pada kondisi cukup baik. Hanya saja, masih banyak vang
periu ditingkatkan karena dalam beberapa hal, pelaksanaan peraturan ini menurut
sebagian besar respordien masih beluin banyak berperan dalam pengurangan
peredaran cakram optik ilegal dan optimalisasi pengawasan impor mesin
penggandafreplika dan bahan baku cakram optik (polycarbonate).

Hasil analisis ini diperkuat dengan pemyataan seorang  informan

&

(Kasubdit. Pengembangan, Ditjen. HKI) vang mengatakan bahwa * namun
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demikian, dari tahun 2004 sampai sekarang itu ternyata pembajakan bukan

menurun tapi malah semakin banyak. >

5.1.2.2 Yarisbel Kamunikasi

Tabel 5.39
Variabel Komunikasi
Pemyalaan Nilai Rata-rata

1 3,17

2 2,43

3 2,76

4 3,39

5 2,97

Total 14,72

Nilai Rata-rata Total 204

Sumber; Hasit Penelitian (dicleh oleh pencliti)

Berdasarkan tabel 329 diperoleh gambaran bahwa nilal rata-rats fotal
untuk vartabel komunikasi adalah 2,94, Ini mengindikasikan bahwa komunikasi
berada pada kondisi kurang bark. Perlu ditimgkatkan pemahaman tentang maksud
dan tjuan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram QOptik, Begitu juga
pemaharman tentang mekanisme dan konsistensi pelaksanaannya.

Dua informan yang diwawancara oleh peneliti berpendapar sama.
Informan I (Kasubdit. Pengembangan, DIHKI} mengatakan, “Menurut saya harus
ada kesamaan persepsi dalam adi di antara Tim Monitoring sendiri barus ada
pemahaman yang sama mengenat bagaimana melaksanakan peraturan ini,..”
Sedangkan informan I {Kasubdit. Pelayanan Hukum, DJHKI) mengatakan,
“Sulitnya mencapai kesamaan pemahaman antar-pelaksana dan antar-instansi.”
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5.1.2.3 Variabel Sumber Daya

Tabel 5.40
Variabel Sumber Daya
Pernyataan Nilai Rata-rata

1 3,28

2 3,04

3 3,26

4 3,26

5 434

& 3,06

7 3,47

8 2,88

9 4,45
Total 31,05
Total Nilal Rata-rata 3,45

Sumber: Hagil Penelitian {dicleh oleh peneliti}

Tabel 530 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari total ratarata §
perrvataan untuk variabel sumber daya adalah 3,45. Ini mengindikasikan sumber
daya vang ada sudah cukup baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu
ditingkatkan, vaifu sarana dan prasarana pendukung pelsksanaan PP Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cakram Opiik, pemahaman para pelaksana PP tersebut dan
wewenang merska.

Kedug informan kembali sepakat melihal sarana dan prasarana yang ada
masih kurang memadai, walaupun mereka tidak secara spesifik menjelaskan

garana dan prasarana apa yang perlu ditingkatkan.
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$.1.2.4 Variabel Disposisi

Tabel 5.41
Yariahel Disposisi
Permnyataan Wilai Rata-rata

1 3,80

2 3,00

3 3,69

4 - 363

3 37

6 4,71
Total 22,34
Nilar Rata-rata Total 3,75

Sumber: Hasil Penelitian (dioleh oleh peneliti)

Dari tabel 531 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata total untuk variabel
disposisi adalah 3,75, Iri mengindikasikan bahwa disposisi/sikap pelaksana PP
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah cukup baik. Hanya sajs perlu
ditingkatkan ketepatan wakiu penyampaian laporan.

Darl hasil wawancara dengan dua orang informan diketahui bahwa
pelaksana meskipun dinilal belum optimal samun mempunyat komitmen dan
tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka.

Informan T mengatakan, *...pelaksana berusaha berkomitmen
melaksangkan apa yang adz dalam PP.” Sepakat yang diucapkan oleh informan
H, informan JH mengatakan, “Dalam menjalankan tugasnya memonitor
perusahaan yang dilakukan secara acak, terkadang kedatangan Tim Monitoring
tidak diterima” Ini berarti meskipun dari pihak pelaksana sudah berusaha
menjalankan tugas yang diamanatkan, sering kali mereka menghadapi kesulitan

dalam menjalankan amanat tersebut,
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5.1.2.5 Variabel Straktur Birokrasi

Tabel 5.42
Yarviabel Struktur Birokrasi
Pernyataan Nilai Rata-rata

i 341
2 3,82
3 3,41
4 4,16
5 3,43
G 3,76
7 3,21
Total 25,44
Milai Rata-rata Total 163

Sumber: Hasil Penelitian (dioleh oleh penaliti}

Berdasarkan tabel 5,32, diketahui bahwa nilai rata-rata tosal untuk variabel
struktur birokrasi adalah 3,63. Ini mengindikasikan bahwa struktur birokrasi
kebiiskan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah cukup baik.
Hanya saja dalam hal kewenangan perlu ditingkatkan supaya pelaksanaan PP
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sesuai dengan yang diamanatkan.

Secara umum bagi ketiga informan, tidak ada kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan kebijakan ini bila ditinjau dari struktur birokrasi.

82  Deskriptif Analisis
Berdasarkan analisis deskriptif wawancara mendalam dan pembahasan
vang telah disajikan sebelumnya, maka:
a8 Secara umum implementast kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 telah
berjalan cukup baik. Namun pelaksanaan peraturan ini masth belum
hanyak berperan dalam pengurangan peredaran cakram optik ilegal dan
persaingan tidak sehat Ini terbukti dengan masih banyaknye peredaran
cakram optik ilegal di berbagal pusat perbelanjaan.
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b. Berkaitan dengan komunikasi yang terjalin antare pelaksana PP Nomor 29
Tahun 2004, dalam hal ini, Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan
Industri Cakram Optik dengan Direktorat Jenderal Agro dan Kimia
Departemen Perindustrian masih harus ditingkatkan. Ini terlihat dari nilai
rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 2,94, Dani indikator-indikator vang
diberikan, terthat bahwa bhal-hal vang perlu  ditingkatkan adalah
pemahaman para pelaksana tentang maksud dan tujuan dari PP Nomor 29
Tahun 2064 tersebul, pemahaman mercka tentang mekanisine pelaksanaan
peraturan iersebut dan tentu saja, konsistensi para pelaksana unik tetap

menjalankan segala sesuatu yang sudah distur dalam peraturan ini.

¢. Berkengan dengan sumber daya, dari hasi! nilai raw-rata towal vang
diperoleh, yaitu 3,45 maka dapat dikatakan bahwa sumber daya vang ada
saat ini baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya non-
manusia sebagal pendukung keberhasilan pelaksanaan PP Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah cokup baik. Hanya saja yang
periu mendapatkan perhatian untuk lebih ditingkatkan adalah sarana dan

prasarana bagi para pelaksana.

d. Berkaitan dengan stkap/disposisi, dari bhastl nilal rate-rata total yang
diperoleh yakni sebesar 3,75 maka dapat diketahui bahwa sikap para
pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakeam Optik int sudah
cukup baik. Yang masih perlu ditingkatkan adalah penyampaian laporan
monitoring tepat wakfu,

e, Sedangkan dari sist struktur birokrasi, dengan nilal rata-rata yang
diperoleh sebesar 3,63, maka termasuk dalam kriteriz cukup baik.
Kewenangan menjadi salab satu indikator yang perlu ditingkatkan dalam
menunjang keberhastlan pelaksanaan PP Nomor 29 tshun 2004 tentang
Cakram Optik.
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Berdasarkan hasit wawancara mendalam yang dilakukan terhadap para
pejabat yang imenjadi pelaksana dalam Tim Monitoring Perusahaan Industri
Cakram Optik, dipercleh hasil bahwa kemampuan mereka memang sudab bak
dalam arti pemahaman terhadap PP Nomor 29 Tahtuin 2004 tentang Cakram Optik
dan kualifikasi mereka sudah cukup baik.

Kendala-kendala yang dihadapt dalam pelaksapaan PP Nomor 29 tahun
2004 tentang Cakrvam Optik ini adalah dengan keterlibatan berbagai instansi
pemerintah, maka persepsi mereka masth belum sama. Int terlthat dari ketika
pengadilan memutuskan perkars penggandaan produk cakeam optik Hegal, mesin
pengganda yang seharusnya disita ternyata dikembalikan lagi kepada pemilik
pabrik.

Kendala latnnya adalah komwunikast yang terjalin antarinstansi tersebut
magih kurang. Dari ke-empat variabel vang ada temyata nilai rata-rata terkecil ada
pada varigbel komuunikasi. Meskipun konsultasi dengan Direktotat Jenderal Agro
dan Kimia Departemen Perindustrian sudah  terjalin, pamun  mekanisme
pelaksasaan PP Nomor 29 Tshun 2004 tentang Cakram Optik mesurut para
responden masih belum dipabami. Agar komunikasi bisa tetap terjalin, sebaiknva
perlu ditingkatkan intensitas perfemuan antar-anggota Tiun  Momnitoring
Pengawasan Perusahaan Industn Cakram Optik. Oleh kurena ite diperlukan
sosialisast peraturan ini kepada para pelaksana. Sosialisasi bisa berupa diskusi
terbatas ataupun dalam bentuk seminar,

Berkenaan dengan sarana dan prasarana, yang berdasarkan hasil penelitian
juga mendapat nilai kurang baik, disadari memang menjadi hal yang krusial untuk
dipenuhi. Dengan demikian perla disiapkan anggaran untuk pengadaan sarana dan

prasarana pendukung.

5.3  Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Kebijakan

Dari hasil penelitian yang telah dibabas pada subbab sebelumnya, dapat
diketahui bahwa komunikasi masth  menjadi  penghambat  keberhasilan
pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik. Hal im
bisa terjadi karena dalam PP tersebut banyak melibatkan instans? pemeriniah yang
berkepentingan, seperti Direktorat Jenderal HKJI, Dhrektorat Jenderal Bea dan
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Cukai, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Departemen Perdagangan. Selain itu,
komunikasi juga perlu ditingkatkan, terlebih komunikasi kepada para produsen
dan konsumen,

Komunikast antar-aparatur dapat berupa rapat bulanan membahas kinerja
yang selama ini ada dan rencana kerja ataupun rvemcana aksi yang akan
dilaksanakan. Departemen Perindustrian sebagat instansi pemerintah yang
berlanggung jawab dalam pelaksanaan PP ini menjadl inisiator pertemuan.
Selanjutnya pembuatan dafabase industri cakram optik yang datanya barus selalu
diperharui. Database torsebut berist data industri cakram optik, hasil laporan
industii cakram optik dan hasil inspeksi Tim Monitoring ke industri cakram optik.
Database ini dapat diakses oleh selurch anggois Tim Momtornng. Database ini
menjadi alat komunikasi tidak langsung antar-anggota dan antar-instansi.

Komunikasi dengan para produsen ¢akram optik dapat berupa sosialisast
peraturan pemerintah ini, pemberitahuan tentang hak dan kewajtban serty sanksi
yang akan diberikan kepada peruszhaan industri cakram optik yang sudab
ditetapkan dalam peraturan inj, penyampaian laporan produksi industri cakram
optik ke Departemen Perindustian RL

Komunikasi dengan para konsumen lebih ditekankan pada kesadaran
masyarakat akan pentingnya menghargal karya cipta orang lain. Komuunikasi ini
dapat berupa penyelenggaraan workshopitraininglseminar dengan farget peserta
adalah pihak-pihak yang kerap menggunakan produk cakram optik, antarz lain,
pelajar dan mahasiswa.

Implikasi pelaksanaan kebijakan PP Womor 29 Tahun 2004 tentang
Caleram Optik ini adalah terawasinys perusahaan-perusahaan industri cakram
optik yang ada di dalam negeri. Kewsjiban-kewajiban vang ditetapkan kepada
perusahaan-perusshaan tersebut berkaitan dengan izin usaha dan alat produksi
setidaknya telah memudahkan Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industn
Cakram Optik menjalankan tugas yang diamanatkan.

Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik juga secara reguler dan
konsisten melakukan pengawasan ke lapangan, melakukan kunjungan ke
peruszhaan-perusahaan industri cakram optik tanpa pemberitahuan sebelumnya

setiap tigs bulan dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepads instansi
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pembina teknis setempat dengan tembusan kepada Dirjen. Industri Agro dan
Kimia, Departemen Perindustrian,

Sedangkan implikasi [ain dari pelaksanazn kebijakan PP Nomor 29 Tahun
2004 tentang Cakram Optik adalah masih banyaknya cakram optik ilegal yang
beredar di masyarakat. Akibatnya persaingan tidak sehat pun terjadi karena harga
jual cakram optik ilegal yang masih jauh lebih murah dibandingkan dengan harga
jual cakram optik legal. Biaya produksi cakram optik yang tinggi juga menjadi
salah satu penyebab masih tingeinya harga jual cakram optik legal.

Perlu adanya ketentuan baru pendukung kebijakan int, berkenaan dengan
kompatibilitas produk elekironik terhadap produk cakram opiik legal. Ketentuan
ini berupa kewapiban bagi para produsem produk elektronik agar membuat
produknya hanye dapat menggunakan produk cakram optik legal,

Bagy produsen cakram optik dan konsumen, sosislisast masih menjadi
alternatif terbatk dalam meningkatkan kesadaran mereka atas perlindungan hak
cipta dan menghormati karya cipta orang lain. Selain iy, razia cakram optik Hegal
harus terus dilakukan secara berkala dan acak ke pusat-pusat perbelanjaan. Sanksi
vang diberikan bsrupa sanksi administrasi harus secara kousisten ditegakkan
begitu pula dengan sanksi denda dan hukuman penjara bagt pelangggar TTU Hak
Cipta.
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BAB V1
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebtjakan PP Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini, keempat variabel vaitu: komunikasi,
sumber daya, disposist dan strukiur birokrasi menjadi faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, Ditinjau dari komunikasi,
pelaksanaan peraturan ini masih belum optimal, Pemahaman para pelaksana, baik
aparstur dan produsen mengenai peraturan  ini masih kurang.  Akibatnya
mekanisme serta konsistensi pelaksanaan peraturan int juga kurang optimal
Keberhasilan implementast peraturan ini jugs dipengarvhi pleh kelengkapan
sarana ¢an prasarana, seperti kelengkapan defabase industri cakram optik.
Kelengkapan dafabase int dapat mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap
perusahaan-perusahaan mdustri cakram optik. Kelengkapan database industri
cakram opiik dapat ferlaksana ketika pars pelaksana dalalm hal ini aparatur dan
produsen secara raguler dan tepat waktu menyampaikan laporannya. Hal ins juga
menuntut kesadaran dan tanggung jawab kedua belah pihak. Strukdur birckrasi
untuk implementas peraturan ini yaitu berada di haweh Departemen Perindustrian
sudah tepat, karena peraturan ini berisi ketenfuan-keientusn bag! perusshaan
industri cakram optik.

Jika difihat dari masing-masing variabel, maeka kesimpulan vang dapat
diambil adalah sebagai bertkut:

1. a Implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram
Optik dinnjau dari komunikast masihk kurang. Hal ini karena kurangnya
pemahaman para pelaksana tentang maksud dan fujuan pelaksanaan
peraturan tersebut. Selain it mekanisme dan konsistensi juga
mendapatkan penilaian vang rendah dart responden.

b. Implementasi kebjjakan PP Nomor 29 Tshun 2004 temtang Cakram
Optik ditinjau dan sumber daya sudah cukup batk. Namun ada beberapa
hal yang harus ditingkatkan dan sebenarnya dapat ditingkatkan, yaita
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terkait dengan sarana dan prasarana. Jumlah pelaksana menurut para

responden sudah memadai, begitu pula dengan kualifikasi mereka.

. Implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram
Optik ditinjau dari disposisi/stkap sudah cukup baik. Beberapa indikator
mendapatkan respon yang positif dari para responden seperti ketaatan
atas ketentuan yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Cakram Optik, perhatian dan dukungan dari pimpinan dan pengawasan
pelaksanaan peraturan tersebut. Hal-hal lain yang masih periu
ditingkatkan adalah ketepatan waktu untuk mengirimkan laporan hasil

pengawasan dan kesadaran dan tanggung jawab pelaksana peraturan.

. Implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram
Optik ditinjau dari struktur birokrasi sudah cukup batk. Koordinasi
dalam pelaksanaan peraturan agar efisien mendapat respon positif dari
responden. Begitu pula dengan adanya petunjuk pelaksanaan atau

prosedur operasional standar dan koordinasi dalam rangka keseragaman.

. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004
tentang Cakram Optik ditinjau dari komunikasi adalah kurangnya
transmisi dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan

peraturan dimaksud dan mekanismenya.

. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004
tentang Cakram Optik ditinjau dari sumber daya adalah kurangnya

dukungan sarana dan prasarana.

. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004
tentang Cakram Optik ditinjau dari disposisi/sikap adalah kurangnya
konsistensi dan ketepatan waktu dalam memberikan laporan hasil

pengawasan.
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d. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tzhun 2004
tentang Cakram Optik  ditinjae  dari  struktur  birckrasi  adalah
pelaksanaan kewewenangan Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan
Industri Cakram Optik.

6.2 Saran
Berdasarkan hasil anulisis yang telab dijabarkan dalam bab sebelumnva,
maka saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian int adalah sebaga:
berikut’
1. Bagi Direkiorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen
Perindustnian RI
a. Salah saty keberhasilan implementasi suaty kebijakan, dalam hal ini
PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, adalah kelancaran
komunikasi antar-pelaksana agar tercapai kesepahaman yang sama
mengenai maksud, fujuan den mekanisme pelaksansan peraturan
tersebut. Perlu lebih sering diadakan sostalisasi ke para pelaksang
maupun ke masyarakat umum. Perternuzn rutin antar-anggeta Tim
Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik untuk
saling berbagi informas: dan bertukar pikiran minimal setrap dua
bulan. Selain pertenmian antaranggota Tim Monitoripg, perlu juga
diselenggarakan pertemuan dengan perusabaas-perusahaan industri
cakram optik.

b. Perlu adanya peraturan pemerintah berist ketentuan-ketentuan yang
mengafur tentang kompatibilitas produk-produk elektronik dengan
produk cakram optik legal. Ketentuan ini berupa kewajiban bagt para
produsen produk elekironik sgar membuat produknya bsnva dapat

menggunakan produk cakram optik legal.

¢ Perlu pengawasan yang iebih diperketat atas impor bahan baku cakram
optik polycarbonate dengan pemberian rekomendasi impor bahan baku

tersebut secara iehib selektif
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2. Bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departernen Hukum
dan HAM R
a. Perlu ditingkatkan sosialisasi mengenat perlindungan HKI dalam hal
ini hak cipta dan penggunaan produk legal dengan segmentasi peserta
adalah para pengguna produk cakram opiik. Sosialisasi ini bisa berupa
seminar, workshop atavpun lokakarya.

h. perlu adanya program yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat
akan HKI sebagai baglan dari kehidupan masyarakat, bisz berupa
lomba HKI untuk pelajar SMU, lomba karya iimiah untuk pelsjar dan
mahasiswa, mengadakan  sosialisast  di mal-mal  dengan
memperkenatkan keunggulan produk-produk legal dan terlindungi hak

cipta,
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG
SARANA PRODUKSI BERTEEKNCLOGT TINGGT
UNTUK CAKRAM OPTIK (OPHICAL DISC)H

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :© bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-
undang Nemor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan uniuk
mencegah beredamya Cakram Optik iliegal yang moerugikan
Pemegang Hak Cipta, serta menghindani persaingan vg tidak sehat
perdagangan Cakram Optik dalam negeri, dipandang perlu
menetapkan Peraturan  Pemierintah  tentang  Sarana  Produksi
Berieknologt Tinggi untuk Cakram Optik (Opfical Dise).

Mengingat : 1, Pasal 5 ayat (2} Undang-Undang Dasar 19485 sebagaimana telah
diubal dengan Perubshan Keempat Undang-Undang Dasar 1945,

2.Undang-Undang Nomar 19 Tahun 2002 tentang HKI (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talan 2002 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4220),

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SARANA PRODUKSI
BERTEKNOLOGI TINGGE UNTUK CAXRAM OPTIK

{CPTICAL DISC}.
BABT
KETENTUAN UMM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan
1. Cakram Optik Opfical Disc} yang selanjuinya disebut Cakram Optik adalsh
segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data
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informast berupa suara, musik, film atau data lalnnya yang dapat dibaca
dengan mekanisme {eknologl pemindaian  (scamning  secars  optik
menggunakan sumber gingr yang infensitasnya tinggl seperti laser.

. Sarana Produkst Cakram Optik adalah segala bentuk media yang digunakan
dalam proses produksi Cakram Optik Kosong danfatau Cakram Optik Isi yang
meliputi mesin, peralatan dan bahan baku.

. Cakram Optik Kosong adalgh Cakram Optik dalam bentuk kosong tanpa data
yang merupakan hasil akhir proses produksi.

. Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yvang berisi data baik musik maupon
film atau lainnya vang merupakan hasil akhir proses produksi teknolog tinggi.

. Mesin dan Peralatan adalzh segale macam mesin dan peralatan yang digunakan
dalam proses produksi Cekram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.

. Pengadaan Cakram Optik adalah Suatu kegiatan antuk menyediskan Cakram
Optik Is1 dan/atau Kosong uontuk dipasarkan atau diproses lebib lanjut (khusus
untuk Cakram Optik Kosong).

. Bahan Bakn adalah segala bentuk yang dapat digunakan dalam proses produksi
Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.

. Kode Peodukst adalah Source Idemification Code(SID) yang terdini dari kode
starnper dan kode cetakan (monld).

. Pelaku Usaha adalah setiap orang perssorangan atau badan usaha, baik vang
berbentuk badan hukem maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan stau melakukan kegiatan uszhe dalam wilayah bukum Negara
Republik Indonesia, bailk sendiri maupun bersama-sama melalui perjaniian
menyelengparakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

10. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

meliputi bidang bidang industri dan perdagangan.

BAR I
JENIS DAN SARANA PRODUKSI
Pasal 2

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana Ul, 2009



(1) Jenis Cakram Optik meliputi ;

a. Cakram Padat (Compact Disc/CDJ;

b. Audio Digital Cakram Padat {Compact Disc Digital AudiviCD-DAY,

c. Memori Hanya Baca Cakram Padat {Cempact Dise Read Only Memory/
CDROM;

d. Cakram Padat Bisa Rekam (Compact Disc Recordable/AD-KY,

e. Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (Compact Disc Re-Writeable/CD-RWY;

. Cakran Padat Sekali Tulis (Compact Disc Write Onoe/CD-W0O3,

g. Cakram Video Digital Serbgguna (Digikad Video/Versatile Disc/DVDY,

h. Cakram Video Digital Memori Hanva Baca (Diglied Fideo Disc-Read Only
MemorwDVD-ROM); :

L Cakram Video Digital Memori Akses Acak (Digital Video Disc-Randon: Access
Memoyry DVI-RAM;

1. Cakram Video Dugital Bisa Tulls Ulang {Digiia! Video Dise Re-i¥riteable/3VD-

R,

k. Cakram Laser{laser Lisc/i.D};

|, Cakram Mini (Mini Disc/ 8D},

m. Cakram Padat Video (Video Compact Disc/VCDY;

n. Cakram Video Chuna (Ching Video Disc/CVD);

0. Cakram Padat Video Super (Super Video Compoct Disc/SVCD);

p. Cakram Padat Interaktif (Compexct Disc Interactive/CDIY,

q. Foto Cakram Padat (Compact Dise Photo/CDP),

r. Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (Digital Versaiile Disc Recordable/

LVD-R),
8. Cakram Padat Audio Super (Super Audio Compact Disc/SACD);
1. Jenis Cakram Optik lainnya berdasarkan kemajuan teknologt,

(2} Spesifikasi mengenai jenis Cakram Opuik lainnya sebggaimana disebut pada
ayat (1) huruf t ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3
Sarana Produkst Cakram Oplik meliputi
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{1} Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik terdini dari
a. peralatan utama (masfering) berbahan gelas dan baban gelas dan bahao lainnya
yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
b peralatan cetak (siamper) atau bagian-bagian berbahan logam dan bshan
lainaya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
¢. alat perekam vang menggunakan sinar laser;
d. sistem pemrosesan syarat untuk alat perekam yang menggunakan laser;
€ peralatan untuk memutar lapisan peralatan mastering yang berbahan gelas
dengan lapisan ghan potret,
f. peralatan pembentukan elektren untuk menghasilkan sigmper vang digunakan
dalam proses produksi Cakram Optilk;
g peralatan untuk menghasilkan siomper secara langsung atau bagian-bagian
berbahan logam lainnyz yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
h. Tini-lini produksi peayatuan Cakram Optik duplikasi;
i. mesin-mesin cetakan injeksi dap mesin lainnya yang dapat digunakan wotuk
menggandakan Cakram Optik,
j. cetakan-cetakan dan komponen-komponennya yang digunakan dalam proses
produksi Cakram Optik;
k. peralatan untuk menyatokan lapisan-lapisan Cakram Gptik;
I, metaliser untuk menambah lapgisan vang berfungsi untuk memantulkan cahaya
pada Cakram Qptik;
m. peralatan untuk memutar lapisan Cakram Optik dengan svatu lapisan persnis;
1. kawat-kawat imvitast Cakram Qpiik yang digabungkan,;
0. peralatan untuk meningkatkan kapasitas Cakram Optik; dan/atau
p. mesic-mesin dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan
master dan produk jadi Cakram Optik.
{2} Bahan Baku untuk memproduoksi Cakram Optik terdiri dari
a. polycarbonate dengan spesifikasi optical grade;
b. polycarbonate selsin sebagaimana dimaksud pada huref a; dan/atau
¢, bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan Cakram Optik.
BAB I
KODE PRUDUKSIE
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Pasal 4

(1) Setiap 3arana Produksi Cakram Optik Ist wajib meniliki Kode Produksi yang
telah diakreditasi dan diterima secara internasional.

£2) Kade Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (V) terdin dagi ©

a. kode siamper (stamper code) harus tertera dan terbaca jelas padz setiap
stamper;

b. kode cetakan (mowld code} harus terukir {enmgraved) pada setiap cetakan
{mouldy baik vang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan
peraiatan,

(3) Kode Produkst sebagaimana dimaksud pada ayat {2} harus tertera pada
Cakram Optik Isy

Pasal §
Cakram Optik Isi vang dilmpor harus memnliki kode produksi dari negara asal
yang terdirl dari ;
a. kode stamper;
b. kode cetakan.

Pasai 6
Starper yang diimpor haros memilikd kode stamper yang tertera dan terbaca

dengan jelas,

Pasgal 7
Kode Produksi yang dimiliki cleh industrt Cakram Optik wajib didaftarkan

kepada instansi yang membidangi industri dan perdagangan.

Pasal 8
Setiap perusahaan Cakram Qptik waijib memasang papan nama yang merauat

dengan jelas nama, alamat, nomor telpon dan nomor Izin Usaha,

BAB IV
PENGADAAN SARANA PRODUKSI
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Pagal 9
Pengadaan Mesin dan Peralatan produksi serta Bahan Baku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapat persetujuan dar

Menteri.

Pasal 10
Pengadaan Cakram Optik Kosong dan/atau 151 dapat berasal dan produksi dalam

negeri dan/atau impor.

Pasal 11

{1y Impor mesin dan peralaian produksi hanva dapat diimpor oleh Importic
Terdattar {IT} yang memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar.

{2} Impor bahan baku untuk memproduksi Cakram Optik hanya dapat diimpor
oleh Importir Terdaftar ({T) yang memiliki Angka Pengenal Importir
Terdafiar.

{3} Importir Cakram Optik Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib
memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar,

{4) lLisportr Cakram Optik Isi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib
memenuhi ketentian sebagai berikut ;

a. memiliki Angka Pengenal frportir Cakram Optik;
b. memiliki lisenst dar Pemegang Hak Cipta,

{5} Ketentuan mengenai impor Mesin dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dan impor Bahau Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat {2), serta impor Cakram Optik Kosong dan [si sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih tanjut dengan Keputusan Menteri.

Pagal 12
{1} Perusahaan Cekram Optik vang memiliikd mesin dan peralatan wajib
melakukan pendaftaran/registras kepada Menterd,
(2) Perusahaan Cakram Optik yang akan mengalibkan mesin dan peralatan

produksi wajib melaporkan kepada Menteri.
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BABV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
{1} Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi baban baku, stamper,
mesin dan peralatan senia produk jadt Cakram Optik yang berkaitan dengan ¢
a. setiap pembelian dan penggunaan bahan baky;
b. penyewaan dan pengaliban mesin;
¢. contoh barang dari setiap Cakram Optik yang diproduksi;
d. jumlah produk wang dihasilkan, pesanan produksi yang diterima dari
elanggan dan pemussoahan produk gagal; dan
¢ jumiah produk vang diseralikan kepada pelanggan untuk diedarkan di dalam
negeri dan diekspor serta persediaan vang masih ada.
{3) Dokumen yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus selalu tersedia dan disimpan paling kurang dalam jangka waktu 3 (tigs)

tahun sejak laporan disampaikan guna keperiuan pemeriksaan,

Pasal 14
Bentuk pelaporan sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menter,

Pasai 15
(1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan industri Cakram Optik  dilakukan
berdasarkan laporan sebgaimana dimaksud dalam Pagal 13.
{2) Pengawagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi
a kelengkapan dokumen laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13;
b. ketentian pengpunaan Kade Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4; dan
. tandz hulus sensor dari Instansi vang berwenang khusus bagi Cakram Optik
yang bersifat audio visual,
{3) Kesesuaian dan kebenaran imporiasi serta peredaran Cakram Optik di dalam
negerl maupun ekspor dilakukan pengawasan oleh mstansi yang terkait,
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(4} Menteri bertanggung jawab atas pelaksansan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat {2}, dan ayai (3).

Pasal 16
Pengawasan oleh imstansi terkzit dapat dilskukan sewsktu-waktu tanpa

pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan kewenangannya,

Pasal 17
Tevhadap perusahaan yang berindikasi telah melakukas pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dilakukan penyidikan oleh Penvidik
Polri dan/atae Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-

undanganyang berisku.

BAR VI
SANKSI ADMINISTRASE
Pasal 18 _

(1) Bagi pelaku usaha vang melangugar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi
herupa;

a, pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optik yang dimibki Pelaku
Usaba; dan/etau

b. pemberitaan melalui media massa mengenal pelanggaran vang dJdilakukan
oleh Pelaku Usaha,

{2) Penclakan untuk menaati pengawasan dan pemeriksaan sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat {1} dan Pasal 16 dapat dikenakan
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a2

BAB VI
KETENTIUJAN PERALIHAN
Pasal 1%
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Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulat berlaku, segala peraturan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Cakram Optik tetap berlaku
selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang bari berdasarkan

Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20
Dalamn waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannys Peraturan
Pemerintah ini setiap pelaku ugaba yang kegiatannya berkaitan dengan Cakram
Optik wailb menyesuaikan dengan ketentuan sebagimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah 1ni.

BAR VII
KETENTUAN PENUTLR
Pasal 21
Peratyran Pemerintah ini dapat disebut Peraturan Pemerintah tentang Cakram
Optik.

Pasai 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaka sejak tangegal diundangkan.

Agar setiap orang meagetshuinya, memeriniabkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya delam Lembaran Negara Repubiik

Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal § Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Okiober 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 108
Salinan sesuai dengan ashinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambok V. Nahattands
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PENIELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI
UNTUK CAKRAM OPTIK (OFPTICAL 1ISC)
I, UMUM

Perkembangan perdagangan dunia lelah berjalan sangat cepat dan mengarah
kepada liberalisasi perdagangan, dimana semwa Negara harus membuka
pasarnya masing-masing. Globalisast perdagangan internasional yang difandai
dengan semakin tidak jelasnya batag-batas antar Negara telah meningkatkan
transaksi dagang, maka dengan terbukanva pasar dalam pegeri dan luar negeri
sebagal  salah satu  akibat globalisasi/liberalisasi  perdagangan  fersebut
menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan Cakram Optik yang
melgnjak dengan pesat baik yang legal maupun illegal di Indonesia. Dengan
jumlah penduduk Indonesia jebih dari 200 juta jiwa merupakan potensi pasar
vang baik bagi produk-produk rekaman melalui Cakram Optik terutama produk
bzjakan vang dijual dengan murah.

Pembajakan Hak Kekayaan Intelektunl (HKY) atau Intellectual Property Righis
{IPR) melalui Cakram Optik berkembang dengan pesat, terutama sejak tahun
15999 seiring dengan perkembangan teknologi Saranz Produksi Cakram Optik.
Dengan adanya produk illegal datam bentuk Cakram Optik yang semakin
marak peredarannya telah menjadi probléma yang sangat mengkhawstirkan
bagt Negara, Pemegang Hak Cipta, kredibilitas suatu negara dan sangat
menyimpang dar! prinsip-prinsip dagang yang schat, sebagaimana dimaksud
dalam regulasi perdagangan duma pada WTO/TRIPs.

Permasalahan utama yeng mendorong pesatnya perkembangan Cakram Opiik
bajakan antara lain masth lemahnya upaya penerapan hukum terhadap
pelanggaran HKI, sulitnys pengawasan karena hampir semua industr: Cakram
Optik sangat tertutup den tanpa identitas yang jelas, mudahnya dilakukan
penggandaan/replikasi dalam waktuy yanp sangat singkat dengan dukungan
teknologi canggih, rendahnya biaya produksi Cakrarn Optik bajakan karena
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tidak membayar royaltl, pajak, artig/musisi pendukung, rumah produksi
{(production house) dan biaya promosi disamping kualitasnya rendab, belum
optimalnya pengawasan impor mesin penggandafreplikasi serta pengawasan impor
bahan baku (polvearbonate).

Masalah pembajakan Cakram Qptik apabila terus dibiarkan akan menimbulkan
dampak negatif, seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal/
memperluas usahanya, menurun/lerpanggunya kredibilitas dalam hubungan
antac Negara, menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta, tefjadinya
persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, berkurangnya pendapatan
Negara dari sektor pajak dan terancamnya perdagangan ekspor Indonesia ke
Negara-negara anggota WTO,

Dt bidang HKVIPR, sejak izhun 1996 Indonesia herada pada posisi Priorily
Warch Lisi{PWL) berdasarkan Specied 301-U8 Trode Aot 1974, USTR sagt ini sedang
molakokan (ut of Cyole Review(OCR}) yaitu pengawasan atau pemantauan terhadap
pelaksanaan penegakan HKI di Indonesta sesuai dengan ketentuan TRIPs.
Apabila bhagil dart OCR terhadap pelaksanaan penegakan HKI dinilai ada
kemafuan yang berarti dalam perlindungan HKI, akan memperbaiki posisi
Indonesia dimana Indonesia dapst dikeluarkan dari posisi PH7., meningkatkan
hubungan dagang terutama ke USA dan Eropa, mendorong perkembangan
industni Cakram Opbk dan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak.
Sebaliknya apabila dindlai tidak ada kemajuan yang berarti, maka akan menimbulkan
dampak meningkatnya pelanggaran terhadap HKI, memurunnya kredibilitas
Indonesia di dunia Internasional, berkvrangnya keinginan investor
menanamkan modal pade mdustn Cakram Optik steu industri lginnya,
terganggunya industri Cakram Optik yang legal, berkurangnya pendapatan
Negara dan sektor pajak, dan terancamnya ckspor/perdagangan ke USA dan
Eropa.

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas dan untuk mencegah penggandaan,
perbanyakan atau replikasi Cakram Optik bajakan serta dalam rangka
melaksanakan psmbinaan industri Cakram Optik, maka dipandeng perlu
menyusun Peraturan Pemerintah tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi
Untuk Cakram Optik (Optical Disc) sebagai pelaksanaan dari Undang Undang
Nomaor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
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. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelag
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1}
Yang dimaksud dengan telah diakreditasi adalah akreditasi yang
ditakukan antara lain  oleh Jwiermasional Federation of
Phonographic Industry (IFFI).
Ayat {2}
Hurufa
Kode stamper (stamper code) adalsh kode yang diterapkan
dengan menggunakan Laser Beam Recorder {LBR).
Huruf'b
Cukup jelas
Ayat {3)
Cukup jelas
Pasal §
Cukup jelas
Pasal &
Cukup jelas
Pasal 7
Cuknp jelas
Pasal 8
Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud dalarm Pasal ini harus
bersifat permanen dan tidak mudah dilepas atau dipindabkan, Dalam hal
Pelaku Usaha memiliki fasilitas produkst yang tempatnya terpisah,
masingmasing harus dipasang papan nama.
Pasal 9

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana Ul, 2009



Cukup jelas.
Pasal 10
Yang dimaksud dengan pengadaan Cakram Optk Kosong melalui
produksi dalam negeri adalah meliputi seluroh  kegiatan  untuk
memproduksi Cakram Optik Kosong.
Sedangkan yang dimaksud deogan pengadan Cakram Optik Isi Adalsh
meliputi kegiatan pencetakan, penggandaan, perbanyakan atau replikasi
karya cipta dan harus memiliki lisensi/izin Pemegang Hak Cipta
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat {1)
Kewajiban melakukan pendaftaran/registrasi mesin dan peralatan
berlaku bagi perusahaan industn Cakram Optik yang telah
herpperasi maupun yang baru.
Ayat ()
Yang dimaksudkan dengan mengalibkan mesin dan peralatan
adalah pengalihan hak dengan cara jual beli, hibah, pewarisan,
wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan

oleh peraturan peruadang-undangan.

Pasal 13
Ayat (1
Yang dimaksud dengan laporan kegiatan produksinys secara
berkala adalah laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan yang harus
disampaikan paling lambat minggn kedua bulan berikutnya dars
kewajiban penyampaian laporan berkala tersebut.
Ayat {2}
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
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Pasal i5
Ayat (1)
Pelaksanaan pengawasan kegiatan  industri Cakram  Optik
dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekall.
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (33
Cukup jetas,
Ayat {4)
Culcup jelas
Pasal 1&
Cukup jelas
Pagai 17
Pelaksanaan penyidikan dikoordinasikan oleh instansi yang bertangguny
jawab di bidang produksi dan peredaran Cakram Opiik serta di bidang Hak
Cipta.
Pasal 18
Sanksi adminisirasi dikenakan selain sanksi pidana sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72
ayat {9) berupa pidana pergara paling lama S {Jima} tahun dan/atan denda
paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar Hma rates juta rupiah).
Pasal 19
Culkup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jclas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
. 4425
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KUESIONER ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIIAKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SARANA
PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK
{(OPTICAL DISC)

FETUNJUK PENGISIAN
- Kuesioner ini tidak mencaoturakan identitas responden dengan harapan
Bapak/Ibu dapat mengisinya secbyektif mungkin {apa adanya).
- Jawaban Bapak/Ibu tidak akan diketalmi oleh pihak lain.
- Berikan tanda silang (X} pada pilihan jawaban vang menurut Bapak/Thu
tepat atau paltng mendekati, dergan ketentuan sebagai berikut

STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
RR &= Ragu-ragu
$ = Setuju
8 = Sangat Seruju
Nao Pernyataan Pilihan Jawabany - - ¢

STS | T8 | RR | 8§

Pencapaian Tuivan

1. | Peredaran cakram optik tlegal semakin berkurang dari tahun ke
tahun.

2, | Hargs jual cakram optik ilegal lebih murah dibandingkan dengan
cakram optik legal.

3. {Biaya produksi perusshaan industri cakram optik  semakin
menurumn.

4, | Razia peredaran cakram optik Hegal sering dilakukan oleh aparat
penegak hukum.

5. | Pengawasan impor mesin pengzanda/replikasi dan bahan baku
cakram optik (polycarbonate) sudah optimal

6. | Banyak perusahaan industri cakram optik mendaflarkan kode
produksinya ke istansi  yang membidangl indusii dan

perdagangan.

7. | Pengawasan kegiatan perusshaan industri cakram optik dilakukan
secara berkala.

8. | Adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik
merupakan upaya pemerintah menarik investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia.

3. | Implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik
dapat menceeah peredaran cakram oplik ilegal

10. | Implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cekram Optik
dapat menghindari persaingan yang tidak sehat atas perdagangan
cakram optik dalam negeri

Variabe!l Komunikasi

11, | PP Womor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah diketshui
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Ng

Pernyataan

Pilihan Jawaban

STS

TS iRR ! S

8S

oleh seluruh pelaksana

12.

Maksud dan tujuan pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Cakram Optik sudab dipahami oleh seluruh pelaksana

3.

Mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentanp
Cakram Optik sudah dipahami dengan jelas

14,

Pelaksana selalu berkonsultasi dengan Direktoral Jenderal Agro
dan Kimia setiap menghadapi kesulitan  dalam
mengimpiementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram
Optik.

13,

Pelaksanaan PP Noraor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik telak
dilakukan secara konsisten

Variabel Sumber Dava

16,

Jumlah anggota Tim Monitoring Perusahaan industri Cakram
Optik telah memadal untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cekram Optik.

17.

Anggota Tim Monitoring Perusahaan Industrni Cakram Optik telah
memzhami tentang mmplementast PP Nomor 2% Tahun 2004

1 tentang Cakram Optik,

{18,

Anggota Tim Monitoring Perusahaan Induste Cakram Optik telah
-1 mamiliki kualifikast yang diperlukan untuk mengimplementasikan
1 PP Nomor 29 Tahun 2004 {eptang Cakram Optik,

19,

Anggota Tim Monitoring Perusahaan Tedustd Cakrears Optik telah
memiliki pengetakaun yang cukup tentang PP Nomor 29 Tahun
2004 tentang Cakram Optik.

20.

Pelaksanaan PP Nomor 29 Tshun 2004 tentang Cakram Optik
dibutuhkan sumber dana yanz memadal.

21

1 Pelaksana implementasi PP Nomeor 29 Tahun 2004 tentang Cakram
| Optik memiliki wewenang yang cukuy,

122,

4 Sanksi yang diberikan dalam PP Nomor 2% Tahun 2004 tentang
| Cakram  Optik  meropakan langkah  yang efektif  dalam
4 meningkatkan pelaksanaan PP tersebut.

23,

Tin Monitoring Perusahgan Industri Cakram  Qptik  telah
mempunyai sarana dan prasarana yang memadal untuk mendukung
pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik.

24,

Pelakyanzan PP Nomor 29 Tghun 2004 tentang Cakram Optik
membutuhkan dukungan kelengkapan data mengenai perusahaan
cakram optik vang ada di dalam negeri

Variabel Sikap/Disposisi

235,

Selama ini Tim Monitoring Perusahaan Industn Cakram Optik
selalu mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah
diatur dalam mengimplemeniasikan PP Nomor 28 Tahun 2004
tentang Cakram Optik,

26,

Selama im Tim Monitoring Perusahaan Industnn Cakram Optik
selaly mengirim data dan laporan tepat waktu sesuai dengan jadual
vang telah ditetapkan
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Pernyataan

Pilihan Jawaban

STS

TS

RR

S
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27.

Tim Moniioring Perusahaan Industri Cakram Optik mengetabui
wewenang mereka sebagai pelaksana implementasi PP Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cakram Optik,

28,

Setiap anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik
telah melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran dan
tanggung jawab

29.

Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik mendapat
dukungan dan perhatian dari pimpinan dalam
mengimplementastkan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram
Optik

340,

Pelaksanaan PP Nomor 29 Tabun 7004 tentang Cakram Optik
periu dilakukan pengawasan

Vartabel Strakiur Biroloasi

31,

Pengimplementasian PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram
Optik teleh ada petunjuk pelaksunaan atau prosedur operasional
standar,

32,

Koordinasi yang terjalin antar-ingtansi pelaksana implementasi PP
Nomor 29 Tahun 2004 Cakram Optik terjalin - dengan
mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang
terbatas

33.

Struktur birokrasi yang ada sudab tepat dalam mendukung
pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 Cakram Opiik

34,

PP Nomor 29 Tahun 2004 Cakram Optik dilaksanakan melalui
koordinasi agar terdapat keseragaman dalam melaksangkan
kebiiakan

35

Pernbagian kerja dalam implementasi PP Nomer 29 Tahun 2004
tentang Cakram Optik yvang selama im dilakukan telah diketahui
dengan jelas.

36.

Kewenangan yang dimiliki Tim Monitoring Perusahaan Industr
Cakram Optik untuk melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004
tentang Cakram Optik tidak tumpang tindih dengan kewsnangan
pegawal lainnya

37.

Kewenangan yang telsh diberikan kepada Tim Monitoring
Perusahaan Industr Cakram Uptik dalam pelaksanaan PR Nomor
29 Tazhun 2004 tentang Cakram Optik telah dilaksanakan dengan
baik sesuat dengan lugas vang telah dismanatkan,
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HASIL WAWANCARA

InformanI : Pejabat Eselon Il pada Direktorst Kerja Sama dan

Pengembangan, Direktorat Jenderal HKI

Tanggal .12 Desember 2009

L.okasi

i.

Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hulum UL Gedung
TASTH Lantai 2

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Namor
29 Tahun 2004 terdang Cakram Optik?

PP Nomor 29 Takun 2004 sebenarnya salah satn pertimbangemnya
dibentuknva PP iy untuk menyelesatkan masalch  pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi sekoma b, Ehysusnya mengenai hak cipra yong
substansinya dimual datam media CD, YCD, DV don sebagainya yong
menggunakan saranca optical dise. Nab, namun demikian, deri tafn 2004
sampai sekarang itn ternyata pembaiakan bukan menwrun fapi maich
semakin banyak. Noh dengom demikian sebenarnya buken PP-nya yong
kurang tefapi mermrd saye implementasi devi PP ity sendiri Belum
ingrksirai.

Apakah dengan adanyn PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik
dapat mempersempit peredaran cakram optik ilegal?
Ya.. it iad).. kalau dilokukan dengan maksimal, bisa sgja

Apakak dengan adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik
dapat mencegah persaingan tidak schat antar-perusahaan industri cakram
optik?

Kalen dilihat dari harga jual cokram optik bajakan yang jauh lebih murch
dibandinghkan dengon yang asli memang menjadi tidak sehat yo.. dalam
PP nomer 29 toham 2004 itw memang berisi afuran-aturan yang mengofl
bagaimana perusahaan cairam optik beroperasi, Jadi saya kira ya sama
seperti yang sava kataken tadi jika dilaknkan dengarn maksimal, tenfunyva
peraieran pemeriniah ini bisa

Bagaimana pelaksansannya?
41  Komunikasi
¢ Bagaimana bentuk komunikasi yang dilskukan oleh pembuat

kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam
mengimplementasikan PP Nomor 29 Tehun 2004 tentang Cakram
Optik?
Bizzw% komurikasi yang sefame int qda bernpa komunikasi tertulis
artinya ya lewat surct menyurat.

» Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan PP Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cakram Optik?
Mekarisme implementasi ya kami fakukan prosedz:r yang lelah
. ditetavlan dalam PP i,
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4.2.

Kendala apa saja yang dibadapi dalam implementasi kebijakan ini
dilihat dari faktor komunikasi?

Menurut sava borus ado kesamaan persepsi dalam arti di antera
Tim Monitoring sendiri harus ada  pemchaman yarng sawma
mengenai bagoimana melaksanakan peraturan v, karena kolou
tidak, maka . Satu conick adalah implerentasi pasal 73 yaiti
balvea saiu . borang-baremg  hasil  sitgan  iu seharusmya
dimusnakkan noh i menvangket  wanalah  mesin malah
dikembalikan. Poadahal mesin itn  digunaken untuk  aktivitas
penggandacm CD, VCOD, DVD yang ilegol kemudian pada saal
pengadilon diputis dikembalitan lagi.

Fakior sumber daya

Bagaimana kuantitas tenaga pelaksana vang ada?

Jumiah petugas yang melaksancken peraivram il saya kira sudoh
cukup.

Bagaimana kualttas tenaga pelaksana  yang ada? Apakah
diikutsertakan dalam pelatiban atau sejenisnya?

Kalau ientang kualitasnya saya kira mereka cukup berkompeien,
cukup pabam. Selama ini bicsanya mengikuli pertomian.. seminay
SETRACEOnNYd

Apakah ada petunjuk pelaksanaan kebijakan PP Nomeor 29 Tahun
2004 tentang Cakram Optik? Bilz 2dz, dalam bentuk apa?

(3 tentu sajo ada. Departemen Perindustrian swdah membuat
bk semacam manual lentang cakram oplik,

Bagaimana kewenangan yang ada? Apakah sudah memadai?
Kewenmemgan .. saya kira sudah podda kopasitasiya.

Bagaimana sarana den prasarana yang sda? Mendukung atau tidak?
Bila tidak, bagaimang solusinya?

Sarana dan prasarava tentunya mendukung walaupun masih
dalam jumlah yang tidak banyak tapi saya kira masth bisa
mendukung mobilitas kami

Bagaimana dukungan dari instansi lain? Dukungan dalam bentuk
ana?

Ya .PFP fentang cokrom optik i ken merupokan peraturan
pelaksana Ul Hak Cipta Jadi dalam PP ini memang selain
{Departemen) Perindustrion masth ada instanst lain yang terlibai,
sepertt Ditjen HKI sendirt, kemudian (Ditfen) Bea Cukai yang
mengawasi impor mesin dan polycarbonate, terus..(Departenen)
Perdagangan, juga ada dari Kepolisian dan Kejoksaan (Agmg).

Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementast kebijakan ini
dilihat dari faktor sumber daya?
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43,

4.4,

Munghin lebih ke surana dan prasarang yang harus diperhatikas
ya.

Fakor stkap pelaksana

Bagaimana sikap pelaksana implementasi kebijakan PP Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Mendukung atau tidak?
Sikapnyva mendukung pasiinva karena ini memang herja same
atayinsiansi .. jadi awalnya mungkin masiht dianggap sebuagai
pelaksanaan disposisi atasan..

Bagaimana komitmen pelaksana dalam implementasi kebijakan PP
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Mendukung atau
tidak?

Komitmen kawi mendukung pelaksarraan FP inl.

Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini
dilihat dari faktor sikap pelaksana?

D sikap pelaksana sebenarnya éidak ada, Mereka maw dan siap
meloksanghkan tugasnya.

Faktor struktur birokrasi

Bagaimana koordinasi internal dan eksternal?

Koordinasi dalam pelcksanaan PP ini kan ada pada Deportemen
Perindustrian, selama ini sudah baik dari segi eksternalnya

Apakah telah ada pedoman kerja dalam imaplementasi kebijakan PP
Nomor 29 Tahun 2004 feptang Cakram Optik?

Pedoman kerjonya ya PP itu kem di dalmn PP itu sudeh ada
ketentuan-kefentuan yong harus dipaiuhi oleh perusahaan cakrans
optik.

Bagaimana pembagian kegjanya?
Dalom hal wpdating data dam pelaporan seria koordinasi itu
Departemen Perindustrian sedangken instansi lain

Bagaimana hubungan kerja dengan instansi fain?
Datam hal pengawasan perusahaan cabvam optik sudah bagus.

Apakah ada sosialisasi?
Ada, karena peraturan ini memong horus dipahami dan dikeiabuii
olen musyakarat,

Kendala apa saja vang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini
dilihat dari faktor struktur birokrasi

Saya rasa tidak ada kendata yang berari yang bisa menggomgen
kerja tim,
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HASIL. WAWANCARA

Informan I . Pejgbat Bselon 1l dan Pejabat Eselon TV pada Direktorat Hak

dan 111 Cipta, Desain Indusin, Desain Tata Letal Sickult Terpadu dan
Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal HKI
Tanggal 13 Desember 20609
Lokasi Ruang Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Ul
Gedung IASTH Lantar 2
5. Menurut Bapak/lbu, bagaimana palaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

29 Tghun 2004 tentang Cakram Opok?
Informan 1L Deri sudut pembaiakannya sava juga masih melibat batwa
sebenaraya belur optimal juga dari sudut penegakarnnya.

Apakah dengan adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik
dapat mempersempit peredaran cakram optik ilegal?

informan I Ealan melihat dori kefentuar-ketentuon yang eda di PP
isrsebut, bisa scja peredaran cakram oplik dipersempil tapi kembali lagi
kita harns Bhat apakah yong dimaksad cokram optik ilegal ifta yang didok
memenuhi ketertuan dalam PP atan lebik kepada isinya yang ilegel.
Informan 1N kalauw kita bicara temiang menururkan ongka pembajukan
tidak bisa menjodi wewenang Ditjen, HKI, harus terintegrasi dengan
instansi luin yersy mendukung. Nab, PP ini scbagai bagian dari peranan
Perindustrian dalam mengurangi pembaiakan.

Apakah dengan adanys PP Nomor 29 Tahun 2004 fentang Cakram Optik
dapat mencegah persaingan fidak sehat antar-perysahaan industa cakram
optik?

Informan 11 ye& pastinye kalou PP ini dilaksemakan optimal berarti kan
ada jaminan berinvestast yang sehat. Jika sudah ada iklim investasi yeng
sekat berarti tidok ada persaingan tidak sehay,

Bagaimana pelakssnaannya?
8.1, Komuntkasi
» Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pembuat

kebijakan kepada pelaksama kebijakan dalam
mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tenfang Cakram
Optik?
Informan IV derid sudut PP-nya, yang selama ini ada, writuk impor
cakram optik berarti haras ada rekomendasi dari fdta {Ditjen.
HED.

» Bagaimanz mekanisme implementasi kebijakan PP Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cakram Optik?
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3.3.

Informan [ Mekanisme implementast PP ini saya Bhat masii
berupa kefemtuan-ketentuan yang mengatur fisik cakram optik
bukan isinya.

Kendala apa sria yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini
chtihat dari faktor komunikasi?

Informan . salimya mencapai kesamaan pemahaman cotar-
pelaksana dan anfar-instansi

Faktor sumber daya
Bagaimana kuantitas tenaga pelaksana yang ada?
Informan L jumnlah tenaga pelaksang sava kira sudoh memadai

Bagaimana kualitas tenaga pelaksana wvang ada? Apekah
ditkutsertekan dalam pelatthan atau sejenisnya?

Intorman 1L Zualitas pelaksana yemg ada sagt mi belum dapat
saya katcken dengan pasti beaik atou burnk.

Apakah ada petunjuk pelaksanazan kebijakan PP Nomor 29 Tahun
2004 tentang Cakram Optik? Bila ada, delam bentuk apa?
Informan II ade, ada petunjuk peloksonaormya, yaiie dakem
bentuk bukn yang dibuat Depariemen Perindustrian.

Bagaimana kewenangan yang ada? Apakah sudah memadai?
Informan I sudkdr., sudutr culeup:

Bagaimana sarana dan prasarana yang ada? Mendukung atau tidak?
Bila tidak, bagaimana solusinya?

Informan II: masth kureng menddong, sebaiknya diberikan
sarama yang memadai agar peldfsanaan PP ini bisa berjalom
lancar

Bagaimana dukungan dari instapsi lain? Duokungen dalam bentuk
apa?

Informan I dari instansi lain sudah jelas ada dulungan, karena
masclan i memang haris fterinfegrasi dengon instemsi Iain,
Dgdam Tim Monitoring sendiri itu terdiri dari insiansi bea cukai,
kepolisian dm aparat penegak hukum lain,

Kendala apa saja vang dihadapt dalam implementasi kebijakan ini
dilihat dant faktor sumber daya?
Intorman 1L sarara dan prasarana yang tersedia belum memudat.

Eakor sikap pelaksana

Bagaimana sikap pelaksana implementasi kebijakan PP Nomor 29
Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Mendukung atau tidak?
Informan I mercha (pelgksana) berusaha maksimal artinya
berusaha wenerapiam qpa yang diperintahkon dalam PP ini.
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8.4.

Bagaimana komitmen pelalsana dalam implementasi kebijakan PP
MNomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Mendukung atau
tidak?

Informan 1L swdah  mendubung,  berusaha  berkomitmen
melaksanakan apa yang ada dalam PP.

Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini
dilihat dart faktor sikap pelaksana?

informan IIT: dalam menjalaykan fugasnya memonitor perusahaar
yang dildadan secara wcak, terkadang kedatangon peloksuna
tidak diterima.

Faktor struktar birokras

Bagaimana koordipasi internal dan eksternal?
Informan H: &oordinast sudah baik

Apakah telah ada pedoman kerja dalam implementasi kebijakan PP
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik?
Informan II; sudah... sudah ada

Bagaimara pembagian kerjanya?

Informan T Tim Monitoring fiap 3 baken melaknkan pengawasan
perysabaan cokram optik, fpgungon ke pobrik-pabrik, namun
wntik adniinistrasi dilokvkan olehi Departemen Perindustriom.
Nomun lebih banyak Depariemen Perindusirion yang berperan.

Bagaimana hubungan kerja dengan instansi latn?
Informan Y. sudah berkoordingasi dengen baik

Apakah ada sosialisasi?
Informan I sosiglisasi memang mernjadi salu cara wniuk
memperkenalian ke masyarakat tenlang PP ini.

Kendala apa saja yang dibadapt dalam implementas: kebijakan ini
difihat dari fakior struktur bitokrasi

Informan Il Kewenangem yang dimiliki oleh pelaksana belum
dilaksanakan dengon  baik meskipun mereka suwdah beruscha
maksimal

Informan I dafam SK Tim Monitoring itu disebutnya jabatan
bukan orang, jadi pejabat bisa menurunkan disposisinya kepada
berwethar wntuk melaksanakom monitoring.
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PENCAPAIAN TTIUAN

Pernyaland Pernyataan? | Femyalaan3 | Pemyataand Pemyiilasnd
N Valid 46 A6 a8 46 a6
Missing 0 b G i G
Mean 20652 42174 10435 3,1522 2.4585
Mudian 2,800 45660 3,0000 3,0000 2,0000
Mode 2,60 400 2,00 2,00 .60
Sid. Devialien £ 91683 1,03186 117317 K847
Variance 62 Adl 1,063 1,376 554
Range 309 3,08 3,00 300 3,00
Minimum 1,60 200 240 2,80 1,80
Maxismuam 306 5,00 5,60 500 4,00
S 95,00 194,00 1009 { 143,00 113,80
Fertwyalgang | Pernvetam? ] Parayalian® | Pemyalaan® | Peroyaisani(
N Valid 46 &8 46 46 46
Missing o 9 ) 0 G
Mean 3.6987 31,8043 3,6087 4,587 3,3433
Kedlan 4,0000 4,600 4,0000 4,500 40000
Mode 40 400 4,60 4,00 4,00
Std Deviaien £1204 1,27573 93043 0642 93587
Variance &6t 1,628 66 A9 876
Range 300 400 3,60 2,00 3,00
Mininnsn 2.0 1,00 240 3,00 200
Maxirmem 3,80 $ 06 5,00 350 5,60
Suin 170,00 175,00 166,60 189,00 16300
Tabel Frekuensi
Pernyataan 1
Camylative
Praquuency Percont Valid Percesl Percenl
Vaiid 1,00 46 48 46 a6
2,00 a g 0 0
400 3,6057 3,8043 3,6087 4,1087
Total 40000 4,0000 4 6000 4 GO0
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Pernyataan 2

Cumsiative
Frequenoy Percont Valid Percen Pereesd,
Valid 2,00 3 18,9 0 109
EX) 21 457 45,7 36,5
580 24 43,5 433 060
Tatal 44 ek ikt
Pernyataan 3
Cumulmive
Frosuency Perceat Vatid Percert Pergent
Vabd 3,00 18 391 30,1 193
3.00 13 8.3 283 674
4,00 10 247 21,7 89,1
3,00 5 10,9 10,9 1000
Total a6 1800 10,0
Pernyataan 4
Cumulalive
Fregoongy Percent Yalid Feremi Perceni,
Valid 2,00 i 413 4,3 41.3
340 in 217 217 515
4,08 8 174 174 04
5,00 5 -2 1.6 1000
Tolal 46 100,06 100,0
Pernyataan §
Crmniative
freqpency Pereon Valid Bercent Percent
Vaiid 1,00 4 8.7 37 87
2,00 473 478 36,5
360 i3 32,6 32,6 89,1
4,06 3 10,9 0.8 e
Tl 46 G 1000
Pernyataan &
Comulitive
Frequency Percent Valid Percent Fercont
alid 2,00 5 10,0 119 £5,8
3,06 9 o8 196 304
4,00 27 58,7 38,7 7,1
300 5 10,9 109 1080
Total 46 a0 1600
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Pernyataan 7

Cmsiative
Froouency Pargent Vaitid Percent Pereeat
Valid | 00 3 105 10,9 10,9
260 4 87 8.7 19,6
#,00 23 0.0 0.0 536
5,00 x| 04 30,4 100,0
Tolal a6 100,0 1000
Pernyataan 8
Cumulauve
Freguonsy Pereent Yalid Percent Pargeal
Yabid 230 5 19,6 195 56
300 5 Y] 10,0 30,45
400 27 58,7 38,7 89,1
530 3 10,9 10,9 1600
Total a6 1008 10D
Pernvataan 9
Cugmintive
Frequency Percent Valid Porcent Poroent
Valid 160 9 194 19.6 19,6
4.00 23 580 0.8 69,6
300 $4 304 30,4 e R
Total 46 1000 1000
Pernvataan 10
Camulative
Frequency Percenl Yalid Percent Peroent
Valid 300 i0 217 21,7 257
3,00 3 1 10,9 33,6
400 27 S8.7 58,7 $1,3
hREY 4 £7 £7 1008
Total 46 180, 1060
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KOMIUNIKASI

Pargyalgan] | Pernyaban? | Pernyatasn3 | Pemyatassd | Pemnyalgan$
N Vidul 46 46 45 46 46
Missing i U 9 9 g
Mo 3,739 12,4348 2,7609 3,3013 2,983
Medinn 30000 26000 32,6000 30000 3,0000
Mexle 4,00 200 2,00 4,00 3.00
Sidh. Deviation 1,19823 G104 £194 Sagna 11428
Varince 1436 8209 764 A1 600
Range 4,60 3,06 200 2,00 2,00
Bdiniirum 160 1,08 2,00 200 20
Baximum 500 4,00 4,00 400 400
Sont 146,00 112,08 12700 156,06 137,00
Tabel Frekuenst
Pernyataan 1
Cumulative
Frequency Purcenl Waulid Persent Paroont
Valid 180 3 15,9 1065 162
200 9 196 19,6 04
3,60 10 217 217 5275
4,04 17 370 37,06 £9,1
WEEH s 10,9 19 060
Tolal 45 1000 1604
Pernyvataan 2
Comulabve
Fraguency Percend Yalid Percent Fercent
Valid 100 5 108 0.9 1.9
200 24 52,2 512 53,0
3.00 g 19.6 196 225
2,0¢ 8 174 174 1008
Fotnl 4G ety 10040
Pernyataan 3
Cuznudntive
Freguency Perteal Valid Percent Pegeend
Valid 2,08 24 50 9 3272 22
3,00 9 15,6 198 71,7
4,06 i3 283 28,3 1005
Total 46 1000 1000
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Pernyataan 4

Cunitahive
Froneeney Pereent Vaiid Parcent Percent
Yalid 260 4 27 8.7 8,7
360 20 433 433 52,2
4,06 22 47,8 478 106,08
Tolad 46 10,0 0.0
Pernyataan §
Ceanulative
Freguensy Pereent Valal Percond Pereent
Valid 2,00 14 30,4 30,4 30,4
3,00 % A3 413 71,7
450 13 28,3 28,3 1600
Toizl 46 £OCL0 e
SUMBER DAYA
Pomystaze! | PornyataanZ | Pomyaisac3 | Pemyalassd ¢ PemwataanS
N Valid 46 46 it 46 46
Misaing g g 1] g ]
Mz 32876 3,0435 32609 3,7600 43478
Median 4,60 3,0000 40000 3,0000 44000
Made 4,00 400 3,00 4,00 4,50
S$id. Deviation 1,12868 34213 K7 ke 80097 HA005
Yarjance 1,274 709 64 642 A10
Range 300 2,00 2.0 2,60 2,00
Miwdrauin 2,00 240 2,00 2,00 3,60
Maximum $.00 4,00 40D 4,00 3,00
Sam 151,00 146,00 150,66 150,00 200,00
Pernyalagnf ] Pappyatasn? | Persyatann® 1 Pernyaisan?
N Valid 46 46 46 a5
Missing 0 g 0 )
Mean 3,0652 34783 27,8913 4,4565
Median 3,0000 4,660 3,0000 56050
hode 360 4,00 200 5,00
5td. Devialion 7530 96007 2269 8711
Variance 551 822 517 IR?
Rangz 3,00 1,60 2,00 360
Minimum 3,00 2,00 2,00 2,00
Meascimum 300 5,00 4,00 500
Sam 141,80 160,00 153,00 205,00
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Tabel Frekuensi

Pernyataan |
Cumulative
Froguenoy FPegoent Valid Pergent Percem
Yalid 2,00 § 453 41),3 41,3
4,00 22 478 47,8 £0.1
500 3 10,9 10,9 1600
Toud 46 1000 il
Pernyataan 2
Cussslobivg
Frenuency Parcent Valid Percont Percent
Vulud 200 i% 32,6 326 35
3,00 14 30,4 364 H35
4,00 Vi 3.0 370 1000
Total 44 105,56 1000
Pernyataan 3
Cunmmlbalive
Preguency Percent Valid Percent Parcent
Valid 250 1S 3z6 YRS 3.6
300 3 7 3,7 41,3
4,80 23 387 38,7 JLEIRE
Total 46 1000 10
Perniyataan 4
Comulanive
Frequengy Pereent Valid Pereent Peroent
Valid 200 13 217 217 AN
1006 14 30.4 A4 322
4,00 22 47,8 47 8 1000
Taiat 46 108,60 jLiliN]
Peornyataan 5
Cuastilative
Froquency Percent Valid Parcent Parsenl
alid 3,50 4 27 3.7 8.7
4,00 22 478 1.8 58,5
3,60 20 43,5 43,5 000
Total 46 100 1000
Pernyataan &
Comulntive
Frequency Percent Valid Percent Peroent
Vaiid 2,00 13 326 326 328
3,00 18 301 341 71,7
4,00 g 174 174 801
300 3 10,9 10,9 10,0
Tolad 46 1000 HO0

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana Ul, 2009




Pernyataan 7

Cumulative
Fregucncy Percent Valid Porcent Percent
Valig 2,00 10 217 217 217
3,60 9 18,6 196 41,3
4,00 27 473 47 8 59,1
5.00 5 109 6.9 e
Total 18 10,0 160,
Pernyataan §
frumulauve
Freouency Fereent Yalul Percen Poroel
Valid 2,00 13 39,1 30,1 191
3.00 i3 32.6 05 .7
400 13 283 283 100G
Tatat 46 1004 100,0
Pemyataan 9
Comaiative
i Lregnency Porvent Vedif Porgent Percent
Valid 7 G0 4 8.7 2.7 8.7
400 I3 283 283 0
5 G0 29 63,0 63,0 100
Tolai a6 1000 1000
DISPOSISE
Pemnystaan]l | Perpyataan? ¢ Pernyatsand | Pomyntzand | Parnyatiaan’ | Pornyetaant
N Vedid 46 46 46 46 45 46
Missing & a3 C} 3 0 &
Maan 38045 3808 3,6957 348304 1 4,174
Median 4,5000 3.8000 4.5000 40066 4,000 58080
Maode 4,00 2,0060) 4,08 4,00 4,50 500
Std. Devialion AGoo 89443 AG522 G494 £2050 45524
Yariance Li61 360 216 Al6 385 207
Runge 1,00 2,00 1,00 206 2.00 1,08
Minimum 3,00 2,00 340 2,00 200 4,00
Maxmum 400 4,80 4,00 400 3,00 580
Sum 175,00 138,00 170,60 187,00 171,00 217,00

a Muliple modex exigt, The smallest value is shown
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Tabel Frekuenst

Pernyatazn i

Cumpuilative
Frogueooy Percent Valid Porcent Percent
Valid 3.00 g 194 156 196
4,00 37 2.4 £0.4 1000
ot A6 1000 1000
Pernyataan 2
Cammilptive
Froaplency Barcent Vaixl Parcent Percent
Valid 280 ig 3t 381 3l
3500 i 217 217 6119
100 T 9.1 30.{ 10,0
Total 46 100,05 10,0
Pernyataan 3
Camulaiive
Freauency Pervent Yelid Percent Percam
Valid 3.80 14 30,4 0.4 34
440 32 69,6 4.6 1688
Tolal 46 10a0 1000
Pernygtaan 4
Cumulative
Fregoeney Poercent Valid Percent Porcenl
Valid 200 4 8,7 27 Z
ERL 9 196 196 283
4,00 33 717 1,7 100.G
iofal 46 100,0 10,0
Pernyataan 5
Campiglive
Frequeney Faroent Vilid Perront Pereent
Vaiid 2508 9 g7 27 8.7
3,00 5 105 LR 19.6
4,30 X7 R0.4 80,4 19460
Total a6 1600 15,0
Pemyataan &
Curmnuialive
Frequency Perctat Valid Parcent Pereent
Valid 40 i 38 38,3 283
5,00 33 7 7.7 1000
Toisi 46 00 s
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STRUKTUR BIROKRAS]

Pornystaant | Pemnyalasn? | Pemyatsand | Pernyatasnd | Perpyslsans
N Valid 45 36 16 48 46
Missing o 0 D d Q
Mean 34130 31,8261 37474 4,187 34348
Muadian 4,0060 4.0000 4,0000 4 0000 4,0000
Mexde 4,00 4,00 4,00 4406 4,00
Sul. Deviation L4512 73950 80727 3t 77855
Varianes 1,00 547 £32 08 £07
Range 300 3,60 3,00 1,60 2,00
Minimuin 2,00 2,00 2,00 4,00 2,80
Manximun 3,08 5,00 00 540 400
Susy 1700 176,00 171,00 182 46 15800
Pernyutannd | Pemyatasa?
N Valid A6 45
Missing 8 p)
Maan 31,7609 3,217
Median 4,0000 3 0000
Mixle 480 3,0¢
St Devintion 76550 JI2HS
Yarianes L3RG L320
Range 3,00 00
Minimam 200 2,00
Maxinmam 300 4,06
Hurm 173,00 34200
Tabel Frekuensi
Pernyataan 1
Cumulaiive
Fregucncy Forzent Yalid Percent Feroont
Valid 200 14 304 30,4 30,4
.00 4 §7 8.7 38,1
300 Z3 50,0 S0 99
300 s 0.9 10,9 1860
Totat 45 1690,0 o
Pernyataan 2
Comulaiive
Frequency Pacent Valid Percent Pereont
Vaiid 2,60 4 (%] 3.7 g7
1,00 5 10,9 169 19,6
4,00 0 636 596 &1
5.0 3 10,9 10,9 168,C
Total % 1000 100,0
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Pernvataan 3

Cumullive
Fraquency Piveent Vudid Percent Pereont
Valid Z 8 3 10,9 109 15,9
300 8 174 i74 28,3
4,00 22 600 0.3 28,1
300 3 105 1,5 1664
Totgl 46 1600 Hig
Pernvataan 4
i Cumnlstive
Vresmeny Pervint Valid Percent Pogeent
ki 4,00 41 8u.1 §9.] 39,1
500 5 (6,2 13,9 1060
Tolal 46 1ena HELE
Perrvataan S
Cumuleiivi
Frequenoy Pesoent Valid Percent Pereant
Yalid Z00 £ i7.4 17,4 174
3,00 5 Ak 217 19,1
440 28 64,9 A 100,08
Total 46 000 1000
Pernyataan 6
Cumuintive
Froguesiy Percont Valid Percent Peroarg
Walid 2,40 : 8,7 a7 87
3.4 g 174 74 26,1
4.00 29 G350 630 55,1
5,00 3 16,5 10,9 1000
Total 4 100,0 1000 |
Pernyataan 7
Cummdative
Progueney Percant Valid Perzent Percent
Valid 240 % 174 17,4 174
3400 20 43,5 43,3 &%
4 60 1% 39,1 351 0
Toinl 46 140,0 106,0
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